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Mega Ayu Silvya, Pengaruh Etika Uang, Pemeriksaan Pajak, Diskriminasi 
Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Kasus 
Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Pada Kantor Pajak Pratama Tegal).  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh positif etika uang 
terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
Terdaftar di KPP Pratama Tegal, pemeriksaan pajak berpengaruh negatif 
terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
Terdaftar di KPP Pratama Tegal, diskriminasi pajak berpengaruh positif 
terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
Terdaftar di KPP Pratama Tegal, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap 
Tindakan Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di 
KPP Pratama Tegal. 
Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP 
Tegal. Sampel penelitian ini sebanyak 100 responden dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer. 
Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Sedangkan metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan 
menggunakan program SPSS versi 22.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika uang, diskriminasi pajak, dan 
tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. 
Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. 
 
Kata Kunci : Etika Uang, Pemeriksaan Pajak, Diskriminasi Pajak, Tarif 
























Mega Ayu Silvya, Effects of Money Ethics, Tax Examination, Tax 
Discrimination, and Tax Rates on Tax Evasion (Case Study of Individual 
Taxpayers Registered at the Tegal Pratama Tax Office). 
This study aims to see the positive effect of money ethics on tax evasion on 
individual taxpayers who are registered at KPP Pratama Tegal. tax audit has a 
negative effect on tax evasion of individual taxpayers who are registered at 
KPP Pratama Tegal. Tax discrimination has a positive effect on tax evasion of 
Individual Taxpayers Registered at KPP Pratama Tegal, and tax rates have a 
positive effect on tax evasion of Individual Taxpayers Registered at KPP 
Pratama Tegal. 
The object of this research is an individual taxpayer registered at KPP 
Tegal. The sample of this research is 100 respondents using purposive sampling 
technique. The type of data used is primary data. The data were collected by 
using a questionnaire method. While the data analysis method used is multiple 
linear regression analysis using the SPSS version 22. 
The results of this study indicate that money ethics, tax discrimination, and 
tax rates have a positive effect on tax evasion. Tax Audit has a negative effect 
on tax evasion. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dan masih 
memerlukan pembangunan pada berbagai aspek. Pemerintah Indonesia 
membutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai segala kegiatan 
pembangunan nasional, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran 
pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan. (Widjaja, Lambey, & 
Walandouw, 2017). Realisasi rencana pembangunan nasional memerlukan 
dana yang cukup besar dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 
(APBN) yang sebagian besar penerimaannya diperoleh dari pajak. Pajak 
merupakan salah satu sumber dana tertinggi penyumbang dana APBN 
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan merupakan sumber dana 
utama yang memiliki kontribusi terbesar negara. Pajak yang merupakan 
sumber pendapatan negara digunakan untuk membiayai keseluruhan 
pengeluaran umum yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. (Dewi & 
Merkusiwati, 2017). 
Pajak adalah sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang 
digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi ini disebut 
juga dengan fungsi budgetair. Fungsi budgetair adalah fungsi pajak utama 





berdasarkan undang-undang perpajakan. Dengan fungsi ini maka aparatur 
pajak akan berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara dengan 
maksimal (Faradiza, 2018). Pemerintah menyadari pentingnya pendapatan 
negara dari sektor pajak. Setiap tahun pemerintah selalu berusaha 
meningkatkan penerimaan pajak. Sebagai wujud pelaksanaan pembangunan 
nasional untuk sektor pajak, Pemerintah Indonesia terus berusaha 
meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri (Sari T. M., 2015).  
 Realisasi penerimaan pajak yang diperoleh negara belum memperoleh 
hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan 
pajak tahun 2015-2019. 
Tabel 1.1 
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 
Tahun 2015-2019 
(dalam triliun rupiah) 
Tahun  2015  2016  2017  2018 2019 
Target  1.294,26  1.355,20  1.283,57  1.424 1.577,56 
Realisasi  1.060,83  1.105,81  1.151,10  1.315,9 1,332,06 
Persentase  81,96%  81,60%  89,68%  92,23% 84,44% 
Sumber : (www.kemenkeu.go.id) 
Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa dalam penerimaan pajak pada 
setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Target penerimaan pajak 
dalam APBN 2019 sebesar Rp1.577,56 triliun, penerimaan pajak sampai 
dengan Desember 2019 mencapai Rp1.332,06 triliun, yaitu sebesar 84,44% 
dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2019 ini menurun 
dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2018, yaitu sebesar 





yaitu 7,79%. Pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 1,43% atau lebih 
lambat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018 yang tumbuh 
14,10% (www.pajak.go.id). Pada tahun 2020, APBN 2020 menargetkan 
penerimaan pajak mencapai Rp 1.642,57 triliun, tumbuh 23% dari target 2019 
sebesar Rp 1.332 triliun (Darussalam, 2020). 
Tidak tercapainya target pada penerimaan pajak membuat Indonesia 
mengalami shortfall atau tidak pernah mencapai target (Friana & Azis, 2019). 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  menyatakan bahwa banyak pelaku bisnis 
online atau e-commerce yang memiliki penghasilan diatas Rp 4,8 miliar per 
tahun tidak patuh membayar pajak, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh) 
maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Target penerimaan pajak yang 
belum tercapai secara maksimal dapat disebabkan oleh beberapa hal, 
misalnya masih banyak masyarakat yang masih enggan membayar pajak, 
tarif pajak yang tinggi, wajib pajak yang melakukan tindakan penghindaran 
pajak atau proses pemungutan pajak belum berjalan maksimal (Paramita & 
Budiasih, 2016). 
Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang 
menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Pemungutan pajak 
bersifat adil dan merata, pajak dikenakan kepada orang pribadi sebanding 
dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang 
diterima (Felicia & Erawati, 2017).  Terdapat tiga sistem pemungutan pajak 
di Indonesia, yaitu official assessment system, self assessment system, dan 





mulai memperkenalkan self assessment system yaitu setiap wajib pajak diberi 
kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajak dan 
melaporkan hasil perhitungan pajak yang dilakukan sendiri ke Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP). Faktor utama penentu keberhasilan self assessment 
system adalah terwujudnya kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
(Faradiza, 2018). 
Sistem self assessment mengharuskan wajib pajak secara aktif 
menghitung dan menyetor sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 
Sistem ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan sadar dalam 
melakukan pembayaran pajak karena mempermudah wajib pajak. Lebih 
praktis dan mengurangi tugas pemerintah dalam penarikan pajak. Di sisi lain, 
kepercayaan yang diberikan dari pemerintah dapat  memberikan peluang bagi 
wajib pajak untuk merencanakan penghindaran pajak yang berakibat 
penggelapan pajak (tax evasion) (Pratiwi & Prabowo, 2019). Dengan sistem 
pemungutan pajak yang berlaku, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk 
jujur, sadar, dan disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan 
tetapi self assessment system dapat menciptakan peluang untuk melakukan 
penggelapan pajak, karena wajib pajak diberi wewenang dan tanggung jawab 







Penggelapan pajak dapat terjadi akibat adanya Money Ethic atau Etika 
Uang. Seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam 
kehidupannya, akan merasa tindakan penggelapan pajak (tax evasion) adalah 
tindakan yang dapat diterima. Kecintaan terhadap uang dalam bentuk 
material bisa juga diwujudkan dalam bentuk benda atau barang berwujud 
lainnya. Seseorang akan terdorong untuk membayar pajak atau bahkan 
bersikap negatif dengan melakukan kecurangan pajak karena dipengaruhi 
oleh etika dan perilaku disekitarnya (Hafizhah, 2016).  
Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan perpajakan 
dengan melaksanakan pemeriksaan pajak. Pada masa sekarang ini banyak 
sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, 
diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak 
(Widjaja, Lambey, & Walandouw, 2017). Agar tujuan dari pemeriksaan pajak 
untuk menguji kepatuhan wajib pajak dapat tercapai, maka tindakan 
pemeriksaan pajak harus dapat dilaksanakan secara profesional dan 
proporsional. Pemerintah harus lebih rutin dan membenahi sistem dalam 
pemeriksaan pajak. Pemeriksa pajak tidak boleh melakukan tindakan yang 
terlalu berlebihan, Seluruh aparatur dari otoritas pajak harus selalu 
berpegangan pada prinsip (Lim & Indrawati, 2019). Melalui pemeriksaan 
pajak ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib 
Pajak semakin besar (Felicia & Erawati, 2017).  
Dalam pemeriksaan perpajakan, pemeriksa harus idealis agar tidak 





peraturan perpajakan yang tidak adil. Dalam artian peraturan tersebut 
menguntungkan pihak-pihak tertentu, ataupun diskriminasi dari segi perlakuan 
terhadap seluruh wajib pajak. Karena secara psikologis masyarakat merasakan 
pajak sebagai beban, tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa 
mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan pungutan pajak 
oleh Negara (Silaen, 2015). Ketika diskriminasi dilakukan oleh aparat pajak, 
maka akan muncul pola pikir yang buruk kepada wajib pajak, sehingga wajib 
pajak tergerak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dan menganggap 
hal tersebut adalah etis untuk dilakukan (Widjaja, Lambey, & Walandouw, 
2017). Diskriminasi ini akan meningkatkan penggelapan pajak yang akan 
dilakukan oleh wajib pajak, dimana kondisi ini disebabkan oleh pihak 
Direktorat Jenderal Pajak yang tidak mampu berlaku adil. Semakin banyak 
peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang 
merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap 
peraturan (Fatimah & Wardani, 2017). 
Wajib pajak akan merasa terdiskriminasi jika dalam pemungutan pajak 
tidak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak menjadi salah satu 
alasan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak. Pemberlakuan tarif pajak 
mempengaruhi Wajib Pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak 
yang rendah membuat masyarakat tidak keberatan untuk memenuhi 
kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan 
terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang 





harus berdasarkan pada asas keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan 
di Indonesia menggunakan tarif pajak. Tarif pajak yang tinggi akan 
mempengaruhi etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Ervana, 2019). 
Besarnya kerugian negara yang ditimbulkan menyebabkan kasus 
penggelapan pajak menjadi isu penting yang menarik perhatian di Indonesia. 
Kasus penggelapan pajak tidak jarang dilakukan oleh pegawai pajak sendiri 
dengan melibatkan pihak lain dan Wajib Pajak. Hal tersebut tentu 
menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada aparat 
perpajakan maupun kepada negara. Karena khawatir pajak yang mereka setor 
akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (Paramita 
& Budiasih, 2016) 
Sampai saat ini sudah banyak kasus penggelapan pajak yang pernah 
terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi 
mengakibatkan masyarakat menjadi enggan untuk melakukan kewajiban 
perpajakannya (Paramita & Budiasih, 2016). Dari berbagai kasus dapat 
dinyatakan bahwa mereka sadar akan adanya aturan-aturan yang berlaku, 
namun mereka tidak menghiraukan aturan yang berlaku dan tetap melakukan 
penggelapan pajak itu menandakan bahwa mereka memiliki etika yang buruk 
(Maghfiroh & Fajarwati, 2016).  
Beberapa kasus penggelapan pajak pada tahun 2020. Salah satu 
terlibatnya dua direktur utama yaitu RF dari PT RPP dan TS dari PT BKM 
yang terbukti melakukan penggelapan pajak. RF sengaja tidak menyetorkan 





Hal ini merugikan Negara seperti yang dimaksud dalam pasal 39 (1) huruf i 
Undang – undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sekurang – 
kurangnya Rp 3.900.000.000 . Sedangkan TS dengan sengaja menerbitkan 
faktur fiktif atau menyampaikan SPT tidak benar pada tahun 2014. Kerugian 
pendapatan negara sesuai pasal 39A huruf a Pasal 39 ayat (1) dengan  Undang 
– undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sekurang – kurangnya 
Rp 1.640.000.000 (Yuana & Arief, 2020).  
Beberapa penelitian tentang penggelapan perpajakan sudah banyak 
dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu seperti, hasil dari penelitian 
(Fhyel, 2018) tentang Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, 
Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak 
dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak menunjukan bahwa 
Diskriminasi dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 
Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, mengingat 
pentingnya pencegahan penggelapan pajak maka peneliti hendak melakukan 
penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Etika Uang, Pemeriksaan 
Pajak, Diskriminasi Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan 
Penggelapan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang 








B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di 
atas, maka rumusan masalah  dalam  penelitian ini adalah : 
1. Apakah Etika Uang berpengaruh positif terhadap Tindakan Penggelapan 
Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama 
Tegal? 
2. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh negatif terhadap Tindakan 
Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP 
Pratama Tegal? 
3. Apakah Diskriminasi berpengaruh positif terhadap Tindakan Penggelapan 
Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama 
Tegal? 
4. Apakah Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Tindakan Penggelapan 
Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama 
Tegal? 
C. Tujuan Penelitian 
Dari perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh  positif  Etika Uang  terhadap Tindakan 






2. Untuk mengetahui pengaruh negatif Pemeriksaan Pajak terhadap Tindakan 
Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP 
Pratama Tegal. 
3. Untuk mengetahui pengaruh  positif  Diskriminasi terhadap Tindakan 
Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP 
Pratama Tegal. 
4. Untuk mengetahui pengaruh positif Tarif Pajak terhadap Tindakan 
Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP 
Pratama Tegal. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Secara Teoritis 
a. Bagi Akademis 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi 
dan peneliti selanjutnya sebagai referensi atau bukti tambahan untuk 
menambah pengetahuan mengenai tindakan penggelapan pajak (tax 
evasion). 
a. Bagi Peneliti 
Untuk menambah wawasan mengenai faktor – faktor yang 








2.  Manfaat Secara Praktis 
a. Bagi Pemerintah Daerah  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 
dan informasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah 
dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi dalam peningkatan 
penerimaan pajak.  
b. Bagi Publik 
Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat 
khususnya wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan 
mengenai arti pentingnya pajak dan peran serta masyarakat dalam 
pembangunan sehingga diharapkan masyarakat akan terdorong untuk 






A. Landasan Teori 
1. Theory of Planned Behavior  (TPB) 
 Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa Theory of Planned Behavior 
merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang 
bertujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang 
dimunculkan oleh individu dalam menanggapi  sesuatu. Ada tiga macam 
alasan dari Theory of  Planned Behavior yang dapat mempengaruhi 
tindakan yang diambil oleh individu, yaitu: 
1) Behavioral beliefs, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai 
kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, 
behavioral beliefs merupakan keyakinan dari individu akan hasil dari 
suatu perilaku dan evaluasi. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian 
terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk 
variabel sikap (attitude). 
2) Normative beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normative yang 
muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi 
harapan tersebut. 
3) Control beliefs, yaitu keyakinan atas keberadaan hal-hal yang 
mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan 
persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau 





perilaku ditampilkan dapat berasal dari faktor internal diri sendiri 
maupun dari eksternal, faktor lingkungan. 
 Berdasarkan teori ini, perilaku individu yang dilakukan tergantung 
pada niat. Seorang individu yang memiliki niat yang baik akan 
menjalankan ketentuan perpajakan karena membayar pajak kepada negara 
adalah suatu kewajiban. Dapat disimpulkan bahwa sikap individu yang 
berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan secara langsung 
memudahkannya melakukan kegiatan perpajakan, dan kesempatan 
melakukan tindakan untuk melanggar hukum seperti tindakan penggelapan 
pajak akan menjadi rendah (Ramadhani, 2017). 
2. Teori Atribusi 
Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider (1958). Teori 
atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan 
mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribut 
menyebabkan perilaku. Maksud dari teori ini lebih memfokuskan pada 
perilaku terhadap individunya. Menurut Lubis (2011:90) dalam Paramita 
& Budiasih (2016). Teori atribusi adalah sebuah tahap bagaimana 
seseorang menjelaskan suatu kejadian, sebab atau alasan perilakunya. 
Keterkaitan antara etika uang, pemeriksaan pajak, diskriminasi dan tarif 
pajak dengan tindakan penggelapan pajak dijelaskan dengan teori atribusi 
eksternal. Teori atribusi eksternal menjelaskan bahwa kondisi diluar diri 
individu yang akan mempengaruhi individu dalam berperilaku. Dapat 





keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau keadaan yang tidak 
bisa terkontrol. Jadi dapat diartikan bahwa wajib pajak akan berperilaku 
sesuai dengan pandangan mereka mengenai penggelapan pajak yang 
dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu berkaitan dengan pelaksanaan 
sistem. 
3. Pajak 
Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 
1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 
Menurut (Pohan, 2013:2) Pajak merupakan salah satu sumber 
pendapatan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan 
pembangunan nasional. Bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan 
kesejahteraan masyarakat. Membangun kesejahteraan Negara dengan aktif 
ikut serta dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu masyarakat 
diharapkan ikut berperan dalam memberikan kontribusinya bagi 
peningkatan pendapatan Negara, sesuai dengan kemampuannya.  
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran 
wajib yang harus dibayar masyarakat kepada negara yang bersifat 
memaksa karena telah diatur dalam undang undang. Iuran tersebut 





Pajak yang membayar pajak tidak akan mendapat balas jasa langsung, 
tetapi balas jasa tersebut ditunjukkan secara tidak langsung berupa 
pelayanan pemerintah melalui penyelenggaraan sarana prasarana misalnya 
sekolah, jalan, rumah sakit dan sebagainya. Jadi, pajak yang dibayarkan 
masyarakat akan kembali kepada masyarakat yang lebih luas untuk 
kemakmuran rakyat (Ramadhani, 2017). 
4. Penggelapan Pajak 
Penggelapan pajak adalah tindakan yang berlawanan dengan hukum 
dimana wajib pajak melakukan tindakan seperti tidak melaporkan 
pendapatan yang sebenarnya atau menyembunyikan aset yang dimiliki 
agar jumlah pembayaran pajak menjadi lebih kecil. Para wajib pajak sama 
sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi 
kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak 
lengkap dan tidak benar (Farhan, Helmy, & Afriyenti, 2019). Menurut 
(Ardian & Pratomo, 2015) Penggelapan pajak merupakan usaha yang 
digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak atau menghindari dari 
kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan tidak etis yang 
melanggar Undang-Undang perpajakan. Penggelapan pajak mengacu pada 
tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak dalam 
membayar pajak (Fatimah & Wardani, 2017). 
Penggelapan pajak mencakup perbuatan tidak etis yang dilakukan 
secara sengaja karena tidak melaporkan secara lengkap, jujur dan benar 





Wardani, 2017). Timbulnya penggelapan pajak disebabkan oleh adanya 
fakta-fakta tentang petugas pajak atau fiskus yang  melakukan tindakan 
korupsi atas pembayaran wajib pajak, sehingga wajib pajak memandang 
penggelapan pajak itu etis karena uang yang mereka bayarkan tidak 
digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Sebenarnya yang perlu 
diperbaiki adalah bagaimana mengelola penerimaan pajak secara optimal 
untuk mencegah kebocoran dan benar-benar dimanfaatkan demi 
kesejahteraan rakyat. Transparansi pemerintah dalam pengelolaan 
keuangan negara, serta pengawasan aktif dari penegak hukum dan 
masyarakat untuk mencegah penyimpangan (Tobing, 2015). 
5. Etika Uang 
Etika uang (Money ethics) adalah sub sistem dari Materialistic 
Ethics, (Etika yang mempelajari segi-segi etika ditinjau dari segi 
materialistik, lawan dari kata idealistik) (Sari D. R., 2019). Menurut Tang 
dan Chiu (2003) dalam Fatmawati (2018) Etika uang (Money Ethics) 
merupakan pengukuran perbedaan interpretasi tiap individu dalam menilai 
arti uang di dalam kehidupannya. Kecintaan yang tinggi terhadap uang 
membuat mereka bersedia melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan 
seperti penggelapan pajak. Artinya apabila seseorang memiliki sikap cinta 
uang yang tinggi maka hal tersebut akan menyebabkan seseorang 
terdorong untuk melakukan kecurangan pajak, dengan menganggap bahwa 





Orang yang mencintai uang sangat tinggi cenderung tidak akan mau 
mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak memberikan imbalan balik 
kepadanya. Sementara pajak merupakan iuran wajib yang disetor ke kas 
negara tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung ke wajib 
pajak. Hal ini menimbulkan keinginan pada diri wajib pajak untuk 
melakukan kecurangan pajak baik dengan tidak membayar pajak ataupun 
melaporkan pajak dengan nilai yang tidak benar. Orang yang memiliki 
sifat materialisme cenderung ingin memiliki banyak uang untuk memenuhi 
kebutuhannya akan barang-barang mewah. Keinginan untuk memiliki 
uang banyak berarti memiliki kecintaan yang tinggi terhadap uang, tingkat 
kecintaan yang tinggi terhadap uang akan memungkinkan untuk 
melakukan kecurangan pajak (Hafizhah, 2016). 
6. Pemeriksaan Pajak 
Menurut (Hidayat, 2013:2) Pemeriksaan pajak adalah serangkaian 
kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/bukti audit yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional dalam pemenuhan 
kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kebenaran pajak terutang yang 
dilaporkan wajib pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung, 
untuk meminimalisir penggelapan pajak, dan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak sebagai sarana 





Pemeriksaan pajak menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah serangkaian 
kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti audit yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan pajak merupakan bagian 
penting dari fungsi pengawasan di dalam Self Assessment System, karena 
tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang 
dilaporkan wajib pajak berdasarkan data, informasi dan bukti 
pendukungnya (Widjaja, Lambey, & Walandouw, 2017). 
Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK 03/2007 Pasal 2, 
tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak 
dapat  menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya yaitu dengan melalui penegakkan hukum 
sehingga akan berdampak pada peningkatkan penerimaan pajak pada 
Kantor Pelayanan Pajak yang akan menambah pendapatan  negara. 
Pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap taat 
mematuhi kewajiban perpajakannya (Fhyel, 2018). 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 





Pemeriksaan Pajak, menetapkan bahwa pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan 
dalam hal Wajib Pajak sebagai berikut :  
a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian 
pendahuluan pajak. 
b. SPT rugi. 
c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang 
ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan. 
d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, 
pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk 
selamalamanya. 
e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan 
hasil analisis (risk based selection) mengindikasikan adanya 
kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Jenis pemeriksaan pajak ada dua jenis pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 
17/PMK.03/2013, yang meliputi: 
1. Pemeriksaan Lapangan : Pemeriksaan yang dilakukan di tempat 
tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha 
atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan tempat lain yang dianggap 





2. Pemeriksaan Kantor  : Pemeriksaan terhadap wajib pajak yang 
dilakukan di kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dapat 
meliputi suatu jenis pajak tertentu baik untuk tahun berjalan 
maupun tahun sebelumnya. 
Terdapat dua kriteria yang merupakan alasan dilakukannya 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, 
yaitu: 
a. Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan 
sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan 
kewajiban perpajakan wajib pajak. 
b. Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan berdasarkan analisis risiko, 
merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang 
berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara 
terkomputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan. 
7. Diskriminasi Pajak 
Berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi 
adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung 
ataupun tidak langsung berdasarkan pada pembedaan manusia atas dasar 
agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, 
jenis kelamin, Bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, 





penggunaan hak asasi manusiadan kebebasan dasar dalam kehidupan baik 
individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, 
budaya dan aspek kehidupan lainnya. Bila tingkat diskriminasi dalam 
perpajakan dirasakan sangat tinggi maka kecenderungan masyarakat untuk 
melakukan penyelewengan pajak juga akan meningkat (Dewi & 
Merkusiwati, 2017). 
Diskriminasi dapat diartikan dengan perilaku yang membeda-
bedakan atau perbedaan perlakuan (discrimination). Dalam hal ini 
diskriminasi memiliki arti perbedaan perilaku yang diterima oleh Wajib 
Pajak sehingga membatasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya. Diskriminasi merupakan penolakan atas Hak Asasi 
Manusia (HAM) serta kebebasan dalam bertindak berdasarkan situasi 
tertentu. Perbedaan perlakuan dapat diterima Wajib Pajak sehingga Wajib 
Pajak akan merasa tidak perlu untuk melakukan kewajiban perpajakannya 
karena merasa terdiskriminasi (Armina & Tahar, 2016). 
Diskriminasi diartikan apabila sudah diterapkannya suatu 
kebijakan dan hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak 
yang lain ada yang merasa dirugikan. Salah satu peraturan yang dianggap 
sebagai bentuk diskriminasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang 
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan adanya peraturan 
tersebut dianggap hanya menguntungkan wajib pajak yang beragama 





Nuraprianti, & Umiyati, 2019). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima 
atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 
miliar per tahun, dimana pajak final dikenakan sebesar 1% terhadap 
penghasilan bruto juga dinilai sebagai bentuk diskriminasi karena banyak 
merugikan pengusaha kecil menengah (UMKM) yang belum mapan dalam 
usahanya (Indriyani, Nurlaela, & Wahyuningsih, 2016).  
8. Tarif Pajak 
Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan 
besarnya pajak yang harus dibayar (Hidayat, 2013:195). Menurut (Armina 
& Tahar, 2016) Tarif pajak adalah jumlah presentase yang harus 
dibayarkan oleh wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban 
perpajakannya sebagai warga Negara. Dalam penetapan tarif pajak harus 
berdasarkan asas keadilan. Salah satu syarat pemungutan pajak adalah 
keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaannya. 
Pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial dengan adanya 
keadilan, sehingga kesejahteraan dapat tercapai (Yuliyanti, Titisari, & 
Nurlela, 2017). Keberadaan tarif pajak digunakan untuk menghitung pajak 
terutang. Meskipun tarif pajak digunakan untuk mengetahui jumlah pajak 
terutang, tidak berarti mengesampingkan fungsi hukum pajak yang berupa 
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Tobing, 2015). 
Didalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 menjelaskan 





penghasilan yang tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan 
bebas, dan dengan peredaran bruto yang tidak melebihi dari 4,8 Miliar 
Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% yang 
bersifat final. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak 
bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia sesuai dengan Pasal 17 UU 
PPh adalah sebagai berikut: 
Tabel 2.1 
Tarif Pajak Pasal 17 Undang-Undang PPh 
 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak  Tarif Pajak 
Sampai dengan Rp50.000.000  5% 
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000 15% 
Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp500.000.000 25% 
Di atas Rp 500.000.000  30% 
Sumber: (www.pajak.go.id) 
Menurut Mardiasmo (2009:9) dalam  Utami & Helmy (2016)   
terdapat 4 macam tarif pajak yang berlaku di Indonesia yaitu: 
1. Tarif sebanding/proporsional merupakan tarif  berupa persentase 
yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak 
sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap 
besarnya nilai yang dikenakan pajak.  
2. Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap 
berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak 
yang terutang tetap.  
3. Tarif progresif merupakan persentase tarif yang digunakan semakin 





4. Tarif degresif merupakan persentase tarif yang digunakan semakin 
kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 
Adanya perbedaan tarif pajak karena penerapan schedular taxation 
(perbedaan tarif pajak) tarif yang diterapkan di Indonesia terdapat dalam 
UU PPh Tahun 1983/1994/2000. Memotivasi wajib pajak dalam 
perencanaan pajak untuk mendesain tax planningnya sedemikian rupa 
pada besaran penghasilan kena pajak dengan lapisan tarif yang paling 
rendah (low bracket) (Pohan, 2013:20). 
B. Penelitian Terdahulu 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang 
menjadi referensi. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 
Tabel 2.2 
Studi Penelitian Terdahulu 
Penelitian-penelitian Terdahulu 


























 Money Ethics Berpengaruh 
signifikan terhadap 
Kecurangan Pajak (Tax 
Evasion) 
 Religiusitas Intrinsik, Gender 
, dan Materialisme 
memoderasi pengaruh money 
ethics terhadap Kecurangan 
Pajak. 
 Religiusitas ekstrinsik tidak 
memoderasi pengaruh money 







       Lanjutan… 
2. (Christin & 
Tambun, 
2018) 


















 Money Ethic berpengaruh 
terhadap Penggelapan 
Pajak (Tax Evasion). 
 Teknologi Informasi 
Perpajakan tidak 
berpengaruh terhadap 




















 Etika Uang (Money 
Ethics) berpengaruh 
positif terhadap 
kecurangan pajak (tax 
evasion). 
 Religiusitas intrinsik dan 
materialisme tidak 
memoderasi pengaruh 
etika uang (money ethics) 
























 Pemeriksaan Pajak 
Berpengaruh terhadap 
persepsi wajib pajak 
mengenai penggelapan 
pajak. 
 Diskriminasi tidak 
berpengaruh terhadap 































 Keadilan pajak, 
Kemungkinan Terdeteksinya 
Kecurangan , Diskriminasi 
dan tarif pajak tidak 
berpengaruh terhadap 
penggelapan pajak. 
























 Keadilan pajak berpengaruh 
positif signifikan terhadap 
Etika Penggelapan Pajak. 
 Pemeriksaan Pajak dan 
Tarif Pajak  tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap Etika Penggelapan 
Pajak.   
7. (Fatimah & 
Wardani, 
2017) 












 Sistem perpajakan, Norma 
Subjektif, Diskriminasi, 
Kualitas Pelayanan Pajak 
dan Kemungkinan 
Terdeteksinya Kecurangan 
tidak berpengaruh terhadap 
Penggelapan Pajak. 
 Keadilan 
pajak dan Kepatuhan Pajak 

























 Persepsi Keadilan, Sistem 
Perpajakan, dan 
Diskriminasi Berpengaruh 
signifikan Terhadap Etika 
Penggelapan pajak 


















































Perpajakan  berpengaruh 
terhadap persepsi wajib 
pajak mengenai Penggelapan 
Pajak 
 
 Tarif Pajak tidak 
berpengaruh terhadap 
persepsi wajib pajak 































 Tarif Pajak dan Teknologi 
Informasi Perpajakan 
berpengaruh signifikan 
terhadap Penggelapan Pajak. 


























 Keadilan Pajak, Sanksi 





 Tarif Pajak, Sistem 
Perpajakan tidak berpengaruh 
terhadap persepsi 
Penggelapan Pajak Badan 
 Sumber :PenelitianTerdahulu 
Berdasarkan table diatas penelitian Fhyel (2018) menggunakan 
variabel independen Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, 
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak dan Tarif 
Pajak. Penelitian Christin & Tambun (2018) menggunakan variabel 





dalam  penelitian ini peneliti menggabungkan dari keempat variabel 
independen tersebut yaitu Money Ethic (Etika Uang), Pemeriksaan Pajak, 
Diskriminasi dan Tarif Pajak.  Persamaan yang mendasar pada penelitian 
ini pada alat analisis data yaitu menggunakan metode analisis regresi linier 
berganda (multiple linear regression). Perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian terdahulu yaitu penelitian ini di lakukan di  Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Tegal dan jumlah sampel penelitian yang berbeda-beda. 
C. Kerangka Berpikir 
Kerangka berpikir dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 
Menurut Tang dan Chiu (2003) dalam Fatmawati (2018) Love of 
money merupakan subset atau bagian dari Money ethic (Etika uang). Etika 
uang (money ethic) dan penggelapan pajak memiliki hubungan yang 
positif. Tinggi rendahnya money ethics yang ada dalam diri seseorang akan 
mempengaruhi terjadinya kecurangan pajak. Hasil ini relevan dengan teori 
bahwa love of money merupakan akar dari kejahatan sangat kuat 
hubungannya dengan “ketamakan” yang mengarahkan seseorang kepada 
perilaku tidak etis..  
Money ethics (etika uang) adalah pandangan seseorang terhadap 
uang. Seseorang yang memiliki etika uang (money ethics) yang tinggi atau 
disebut juga dengan cinta uang maka mereka akan meletakkan 
kepentingan yang lebih tinggi terhadap uang dan secara etika kurang peka 
dibandingkan orang yang memiliki etika uang yang rendah (Razif & 





memiliki kepentingan yang besar terhadap uang dan memandang bahwa 
kecurangan pajak merupakan tindakan yang dapat diterima atau tindakan 
yang etis untuk dilakukan. Semakin tinggi money ethics, maka akan 
semakin besar kemungkinan individu melakukan tindakan kecurangan 
pajak (tax evasion) (Christin & Tambun, 2018). 
Adanya pemeriksaan pajak mampu meningkatkan etika wajib pajak 
mengenai penggelapan pajak (tax evasion). Dengan adanya korelasi antara 
intensitas pemeriksaan pajak dengan penggelapan pajak adalah bahwa 
ketika pemeriksaan pajak dilakukan secara intensif ataupun dalam suatu 
periode yang teratur, maka penggelapan pajak akan semakin kecil (Ervana, 
2019). Pemerintah harus lebih rutin dan membenahi sistem dalam 
pemeriksaan pajak. Semakin tinggi pemeriksaan pajak maka etika wajib 
pajak mengenai penggelapan pajak semakin baik.  
Berdasarkan Theory of Planned Behavior yang menyatakan bahwa 
hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk 
menanggapi sesuatu. Ketika wajib pajak melakukan tindakan kecurangan 
dalam perpajakan  fiskus pajak akan selalu memeriksa wajib pajak 
tersebut. Dan akhirnya wajib pajak tersebut akan berpikir ulang untuk 
melakukan kecurangan  karena  beban yang ditanggung akan menjadi 
lebih berat apabila wajib pajak tersebut terdeteksi melakukan kecurangan. 
Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh untuk menghalangi wajib pajak 





Diskriminasi didalam perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan 
yang dibuat oleh pemerintah tidak adil, dalam arti peraturan tersebut 
menguntungkan pihak-pihak tertentu, atau diskriminasi dari sisi tindakan 
terhadap seluruh wajib pajak (Silaen, 2015). Diskriminasi yang dilakukan 
oleh pemerintah dapat mempengaruhi tindakan masyarakat, dimana 
pemerintah yang membeda-bedakan lapisan masyarakat dapat memotivasi 
masyarakat melakukan penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat 
diskriminasi pajak yang dilakukan pemerintah akan memacu tindakan 
penggelapan pajak (Pratiwi & Prabowo, 2019). Semakin banyak peraturan 
perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, 
maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan 
(Fatimah & Wardani, 2017).  
Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar 
oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. 
Semua jenis pajak mempunyai tarif yang berbeda-beda. Perbedaan tarif 
pajak disebabkan  karena sistem pajak Indonesia yang menggunakan 
sistem tarif pajak progresif sehingga pemerintah menyusun kebijakan-
kebijakan yang membedakan tarif pajak sesuai dengan keadaan ekonomi 
negara dan program pembangunan (Utami & Helmy, 2016). Keberadaan 
tarif pajak digunakan untuk menghitung pajak terutang. Meskipun tarif 
pajak digunakan untuk mengetahui jumlah pajak terutang, tidak berarti 
mengesampingkan fungsi hukum pajak yang berupa keadilan, 






Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah 
penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib 
pajak. Semakin tinggi pendapatan wajib pajak maka semakin tinggi tarif 
pajak dan semakin besar tingkat penggelapan pajak, sehingga 
menyebabkan pendapatan Negara semakin menurun. dengan artian ketika 
tarif pajak tinggi maka penggelapan pajak juga semakin meningkat. Hal ini 
mengindikasikan bahwa faktor tarif pajak merupakan faktor yang 
mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan tax evasion. 
Kerangka berpikir teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Gambar 1.1 























Etika Uang (X1) 
 
 
Pemeriksaan Pajak (X2) 
 
 














D. Perumusan Hipotesis 
Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka 
hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
H1 :  Diduga Etika Uang berpengaruh positif terhadap Tindakan Penggelapan 
Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama 
Tegal. 
H2 : Diduga Pemeriksaan Pajak berpengaruh Negatif terhadap Tindakan 
Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di 
KPP Pratama Tegal. 
H3 : Diduga Diskriminasi berpengaruh Positif terhadap Tindakan Penggelapan 
Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama 
Tegal. 
H4 : Diduga Tarif Pajak berpengaruh Positif terhadap Tindakan Penggelapan 







A. Pemilihan Metode 
Penelitian ini menggunakan data primer. Jenis penelitian adalah 
metode kuantitatif karena penelitian ini menggunakan angka-angka 
sebagai indikator variabel penelitian untuk menjawab permasalahan 
penelitian, sehingga penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
sebagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan penelitian. 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan d i  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. 
Sasaran alam penelitan ini adalah wajib pajak orang pribad di KPP 
Pratama Tegal yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono No. 5, Pekauman 
Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52113. 
C. Teknik Pengambilan Sampel 
1. Populasi 
 Populasi adalah kelompok orang, kejadian atau hal-hal menarik di 
mana peneliti ingin membuat opini (berdasarkan statistik sampel) 
(Sekaran & Bougie, 2017:53). Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
individu yang tergolong dalam Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang 
masih aktif dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya dan 
terdaftar di KPP Pratama Tegal. Adapun jumlah wajib pajak yang 
terdaftar di KPP Pratama Tegal berjumlah 171.767 yang terdiri dari wajib 





2. Sampel  
Sampel adalah subkelompok atau sebagian dari populasi (Sekaran & 
Bougie, 2017:55). Metode penentuan sampel pada penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan 
kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian., dengan harapan 
dapat memberikan jawaban mengenai permasalahan dalam penelitian. 
Beberapa kriteria sampel dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP.  
2) Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Tegal.  
3) Wajib Pajak Orang Pribadi pendidikan terakhir SLTA/sederajat. 
4) Usia minimal 18 tahun. 
Penelitian ini menggunakan penentuan sampel berdasarkan rumus Slovin 
(Dewi & Merkusiwati, 2017). Rumus Slovin digunakan untuk mengukur 
jumlah serta ukuran sampel sebagai berikut 
  
Keterangan  : 
n  :  Ukuran Sampel 
N :  Ukuran Populasi 
e :  Error tolerance  
Dengan ukuran populasi sebesar WPOP dan tingkat kesalahan sebesar 10 
%, maka ukuran sampel dalam penelitian ini adalah: 
 
             171.767 
n =     ------------------------------- 
         1 + 171.767 (0,1)
2






 = 99,94 dibulatkan menjadi 100 orang 
Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin dengan populasi 
yang berjumlah 171.767 WPOP (KPP Pratama Tegal, 2020) dan batas 
toleransi kesalahan sebesar 10% maka didapat sampel penelitian ini 
sebanyak 100 WPOP. 
D. Definisi Konseptual dan Operasional variabel 
1. Definisi Konseptual 
a. Penggelapan Pajak (Y) 
Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan usaha yang 
digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak atau menghindari dari 
kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan tidak etis 
yang melanggar Undang-Undang perpajakan (Ardian & Pratomo, 
2015). 
b. Etik Uang (X1) 
Menurut Tang dan Chiu (2003) dalam Fatmawati (2018) 
Etika uang (Money Ethic) merupakan pengukuran perbedaan 
interprestasi tiap individu dalam menilai arti uang di 
kehidupannya. 
c. Pemeriksaan Pajak (X2) 
Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan dan/bukti audit yang dilaksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 





perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan (Hidayat, 2013:2). 
d. Diskriminasi Pajak (X3) 
Menurut (Danandjaja (2003:18) dalam Wulandari, dkk 2020) 
Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap 
perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat 
kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, 
kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas social. 
e. Tarif Pajak (X4) 
Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk 
















2. Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dijelaskan 





Variabel Indikator Skala  
Penggelapan 
Pajak (Y) 
1. Tidak menyampaikan SPT tepat 
pada waktunya 
2. Menyampaikan SPT dengan tidak 
benar 
3. Tidak mendaftarkan diri atau 
menyalahgunakan NPWP 
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah 
dipungut atau dipotong 
5. Melaporkan pendapatan lebih kecil 












1. Bertindak benar dan jujur 
2. Kepatuhan perpajakan 
3. Jangka waktu pemeriksaan pajak 





1. Perbedaan perlakuan didasarkan 
golongan dan status oknum. 


















1. Prinsip kemampuan dalam membayar 
pajak. 
2. kemampuan dalam membayar pajak. 
3. Tarif pajak yang diberlakukan di 
Indonesia. 
 Interval 
Sumber : Data Olahan, 2020 
E. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 
kuesioner. Kuesioner (angket), menurut (Sekaran & Bougie, 2017:170) 
merupakan pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya dimana 
responden akan mencatat jawaban mereka. Kuesioner dalam penelitian ini 
ditujukan kepada wajib pajak oang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 
Tegal. Teknik penyebaran kuesioner dengan menggunakan google 
formulir.  Untuk  mengukur  pendapat  responden  digunakan  skala 
Likert. Dalam skala likert untuk keperluan analisis kuantitatif, maka 
jawaban itu diberi skor, misalnya: 
Tabel 3.2 
Daftar Skala Likert 
 
No Uraian Skor 
1 Sangat setuju 5 
2 Setuju 4 
3 Netral 3 
4 Tidak setuju 2 
5 Sangat tidak setuju 1 







F. Teknik Pengolahan Data 
Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul diolah dengan 
menggunakan bantuan komputerisasi program SPSS Versi 22.00. Statistik 
mempunyai banyak peran dalam penelitian, salah satunya adalah 
digunakan sebagai alat analisis dan alat untuk menguji reliabilitas dan 
validitas data. 
G. Pengujian Instrumen Penelitian 
1. Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah deskripsi suatu data dilihat dari nilai 
rata- rata (mean), varian maksimum, varian minimum, standar deviasi. 
Statitik deskriptif digunakan untuk melihat hubungan antar variabel 
yang digunakan pada penelitian (Ramadhani, 2017). 
2. Uji Kualitas Data 
a. Uji Validitas  
Menurut Ghozali (2016: 52) uji validitas digunakan untuk 
mengukur valid atau sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 
dikatakan valid jika setiap item pertanyaan pada kuesioner dapat 
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 
Untuk mengukur kevalidan kuesioner yaitu dengan melakukan 
hubungan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor 
konstruk untuk variabel etika uang, pemeriksaan pajak, 
diskriminasi dan tarif pajak terhadap tindakan tax evasion. 





(0,000 ≥ 0,05). Maka item pertanyaan berkorelasi signifikan 
terhadap skor total (valid). Jika r hitung < r tabel (0,000< 0,05) 
maka item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan teradap skor 
total (tidak valid). 
b. Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur setiap kuesioner 
yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 
kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 
terhadap pertanyaan tersebut stabil atau konsekuen dari waktu ke 
waktu. Pengukuran ini dilakukan dengan cara One Shot atau 
pengukuran sekali saja. Artinya pengukuran yang hanya dilakukan 
sekali dan hasil tersebut akan dibandingkan dengan pertanyaan 
lain. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik 
Cronbach Alpha (α). Jika suatu variabel memiliki nilai Cronbach’s 
Alpha > 0,6 maka variabel tersebut dapat dinyatakan memiliki 
reliabilitas yang baik (Ghozali, 2011). 
3. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi 
normal atau tidak (Widjaja, Lambey, & Walandouw, 2017). 





menguji apakah model regresi yang dilakukan dalam suatu 
penelitian memiliki residual yang berdistribusi normal atau tidak. 
Seperti diketahui uji normalitas dilakukan dengan berasumsikan 
bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika variabel 
tidak terdistribusi secara normal (menceng kekiri atau menceng ke 
kanan) maka hasil uji statistik terdegradasi.  
Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan 
Non-parametrik statistik dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). 
Pada pengujian normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-
Smirnov ,jika probability value > 0,05 maka Ho diterima 
(berdistribusi normal) sedangkan jika probability value < 0,05 
maka Ho ditolak (tidak berdistribusi normal) (Ghozali, 2016: 30).   
b. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen 
saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 
Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi 
antar sesama variabel independen sama dengan nol.  
Berikut ini cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
multikolinearitas di dalam model regresi adalah Multikolinearitas 





inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 
variabel independen yang mana yang dapat dijelaskan oleh variabel 
independen lainnya.Toleransi mengukur kevariabilitasan variabel 
independen yang terpilih, yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel 
independen lainnya.  Jadi,nilai toleransi yang rendah sama dengan 
nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cut off yang 
umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah 
nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Setiap 
peneliti harus menentukan tingkat kolinearitas yang masih dapat 
ditolerir (Ghozali, 2016). 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Menurut Ghozali (2016) Uji ini untuk mengetahui tidak 
adanya ketidaksamaan varian antar pengamatan. Pengujiannya 
dilakukan dengan uji Glejser yang meregresi variabel bebas 
terhadap variabel residual mutlaknya dengan signifikansi >5% 
(0,05), apabila tidak ada variabel yang signifikan secara statistik 
maka regresi tersebut tidak mengandung heteroskedasitas. 
4. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi berganda yaitu suatu model yang digunakan untuk 
menganalisis lebih darisatu variabel independen. Regresi linier 
berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara 





dependen. Rumus yang digunakan adalah : 
Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 
Dimana:  
Y = Penggelapan pajak 
a = Konstanta  
β1 = koefisien regresi variabel etika uang 
β2 = koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak  
β3 = koefisien regresi variabel diskriminasi 
β4 = koefisien regresi variabel tarif pajak 
X1 = etika uang 
X2 = pemeriksaan pajak 
X3= diskriminasi 
X4= tarif pajak 
e = error yang ditolerir (5%) 
5. Uji Hipotesis 
a. Uji Statistik t 
Uji signifikansi t digunakan untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh masing-masing variabel independen dengan variabel 
dependen pada model regresi (Widjaja, Lambey, & Walandouw, 
2017). Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance 






Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria 
sebagai berikut:  
1. H0 ditolak jika p -value (significant- t) < 0,05 dan koefisien 
regresi sesuai dengan yang diprediksi. 
2. H0 gagal ditolak jika p -value (significant- t) > 0,05 dan 
koefisien regresi tidak sesuai dengan yang diprediksi. 
b. Uji Statistik F 
Ghozali (2013) mengungkapkan Uji statistik F digunakan 
untuk mengetahui apakah model yang terdiri dari semua variabel 
independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 
variabel dependen. Uji statistik F menunjukkan apakah model 
regresi yang digunakan dalam penelitian telah sesuai dan layak 
digunakan. Dengan kriteria pengambilan keputusan apabila 
probabilitas (nilai signifikansi) >0,05 maka artinya model yang 
digunakan tidak sesuai, sebaliknya apabila probabilitas <0,05 
artinya model yang digunakan layak untuk diuji. 
6. Koefisien Determinasi (R2) 
Menurut Ghozali (2016: 97) koefisien determinasi (R
2
) pada 
intinya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 
adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 
variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 





variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara 
umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif 
rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing 
pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu (time series) 
biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. 
Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah 
bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam 
model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R
2 
pasti 
meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak 
peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R
2 
pada 





dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 
ditambah kedalam model. Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali 
(2016: 96) jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R² negatif, 
maka nilai adjusted R² dianggap bernilai nol. Secara sistematis jika 
nilai R² = 1, maka adjusted R² = R² = 1 sedangkan jika nilai R² = 0, 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum 
1. Sejarah berdirinya Kantor KPP Pratama Tegal  
Pada bulan Juni tahun 1964, pemerintah mendirikan Kantor Inspeksi 
Keuangan Pekalongan yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak Drs. 
Soejono Brotodihardjo, dengan wilayah kerja dari Kantor Inspeksi 
Keuangan Pekalongan meliputi wilayah Karisidenan Pekalongan 
termasuk Kabupaten Tegal dan Brebes, sementara Kotamadya Tegal pada 
saat itu belum terbentuk.  
Melalui Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I Tegal, usaha untuk 
menggali potensi pajak yang seiring dengan perkembangan perekonomian 
di kedua daerah tersebut. Tegal baik pada saat itu hingga sekarang ini, 
tidak saja terkenal dengan produksi gula tebu, tetapi juga terkenal dengan 
daerah penghasil ikan. Selain itu di Tegal juga dikembangkan pertanian 
bawang putih yang berlokasi sekitar Gunung Slamet, sedangkan untuk 
daerah Kabupaten Brebes yang memiliki areal bawang merah dan cabai 
merah yang luas mampu memproduksi kedua komoditi dalam jumlah 
besar. Bahkan produksi bawang merah dan cabai merah merupakan stok 
nasional untuk komoditi tersebut. 
Karena kondisi yang memungkinkan untuk berkembang, seiring 
dengan peningkatan potensi ekonomi masyarakat, maka Dirjen Pajak 





Inspeksi Tegal. Maka pada tahun 1970 Menteri Keuangan memberikan 
persetujuan untuk meningkatkan status sebagai Kantor Inspeksi Pajak 
Tegal dengan peresmiannya dilakukan oleh Dirjen Pajak Drs. Sutadi 
Sukarya untuk sementara pimpinan kantor dijabat Bapak Soeryodiningrat 
merangkap sebagai Kepala Bagian Pajak Langsung.  
Selang beberapa bulan kemudian pimpinan yang baru dilantik oleh 
Dirjen pajak Drs. Sukarya dan sebagai Kepala Kantor Inspeksi Pajak 
Tegal yang pertama adalah Drs. Setyarso, kemudian diteruskan oleh:  
a) Drs. H. Amron Loebis 
b) Drs. C.B. Noibarnu 
c) Drs. Soeharto 
d) Drs. Sampurna Ribudi 
e) Drs. H. Soemartoyo 
f) Drs. Djangatas Karo Karo  
g) Drs. Suwandi  
h) Asrosi Chusnan, S.H. 
i) Abdurochim, S.H, M.M.  
j) Drs. Wiwit Mudjikan  
Nama Kantor Inspeksi Pajak Tegal kemudian diubah menjadi Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) padatahun 1989 sesuai dengan kebijakan Dirjen 
Pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 276/KMK/01/1989 
tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasidan Tata Kerja Dirjen Pajak, 





Kantor Pelayanan Pajak, dengan di dasari bahwa dewasa ini tugas Dirjen 
Pajak tidak hanya melakukan inspeksi atau pemeriksaan tetapi juga 
mengutamakan pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat terutama 
bagi Wajib Pajak. Kemudian KPP Tegal berubah menjadi Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Tegal (KPP Pratama Tegal) dengan menerapkan 
system administrasi perpajakan modern pada tahun 2008 berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 
67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang ”Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang 
Organisasidan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, 
dengan Kepala Kantor sebagai berikut : 
1. Drs. Moh. I. Budhy Triwindhu. 
2. Drs. Suwarno, MBA.  
3. Adilega Tanius. 
4. Johny Victor. 
5. Budi Gunawan. 
KPP Pratama Tegal sejak masih berstatus sebgai KDL Tingkat I dan 
Kantor Inspeksi Pajak Tegal telah mengalami perpindahan lokasi. 
Dimulai sejak masih menempati gedung milik Negara di Jalan Dr. 








2. Kedudukan dan Wilayah Kerja KPP Pratama Tegal 
KPP Pratama Tegal merupakan salah satu unit yang termasuk dalam 
koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, terletak pada jalur 
lalulintas utara (pantura) yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya. 
KPP PratamaTegal memiliki luas wilyah kerja sekitar 458.339 Km yang 
terdiri dari tiga daerah meliputi:.  
1) Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal  
2) Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal  
3) Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes  
Dengan batas wilayah sebagai berikut: 
1) Laut Jawa sebagai batas wilayah utara. 
2) Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes sebagai batas wilayah 
selatan. 
3) Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal sebagai batas wilayah 
timur. 
4) Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, sebagai batas wilayah barat. 
Adapun penghidupan sosial ekonomi penduduk diperoleh dari:  
a. Pertanian, antara lain: 
1) Bawang merah dan cabai merah di daerah Kabupaten Brebes, 






2) Tebu di daerah Kabupaten Tegal dan Brebes, untuk memasok 
pabrik gula Pangkah (Kabupaten Tegal), Jatibarang dan 
Banjaratma (Kabupaten Brebes). 
b. Perikanan (Nelayan) bagi penduduk di sekitar pantai utara yang 
meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. 
c. Pengecoran logam merupakan home industry di daerah Kecamatan 
Talang Kabupaten Tegal. 
d. Industri pengolahan teh, gula dan air mineral di Kabupaten Tegal. 
Sektor  usaha yang strategis dan cukup menunjang pemerintah 
adalah industry pengolahan the wangidan air mineral, sedangkan 
industry gula Pangkah, Jatibarang dan Banjaratma merupakan 
bagian dari PTP XV dan XVI yang berkedudukan di Solo, 
sehingga kewajiban perpajakannya lebih banyak dilaporkan ke 
KPP Pratama Surakarta. Untuk sektor pertanian dan perikanan 
serta pengecoran logam merupakan sector ekonomi rakyat dan 
home industri yang cukup potensial bagi penerimaan pajak. 
3. Visi dan Misi pada Kantor KPP Pratama Tegal  
Dalam KPP mempunyai visi dari cabang setiap daerah dari visi 
Kanwil DJP Jawa Tengah I “Menjadikan Kanwil DJP Jawa Tengah I 
sebagai institusi pemerintahan yang dapat dibanggakan masyarakat Jawa 
Tengah dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi” 
Sedangkan dalam misinya Kanwil DJP Jawa Tengah I "Mendukung 





mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan APBN melalui system 
administrasi perpajakan yang efektif dan efisien” 
Visi  KPP Pratama Tegal 
“Menjadikan KPP yang handal, inovatif dan akuntabel dalam melayani 
wajib pajak” 
Misi KPP PratamaTegal 
"Melayani wajib pajak secara optimal untuk mewujudkan wajib pajak 
yang taat dan patuh pajak"   
Untuk menjalankan misi dalam setiap pegawai KPP Pratama Tegal 
yang harus selalu memegang nilai-nilai dari Kementerian Keuangan 
sebagai berikut: 
 Integritas  Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik 
dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.  
 Profesionalisme  Berkerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi 
terbaik dengan penuh tanggungjawab dan komitmen yang tinggi.  
 Sinergi  Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal 
yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku 
kepentingan. 
 Pelayanan  Memberikan layanan yang memenunhi kepuasan 
pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, 
transparan, cepat, akurat dan aman. 
 Kesempurnaan  Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala 





4. Struktur Organisasi Kantor KPP Pratama Tegal 
Pada KPP Pratama Tegal mempunyai struktur prganisasi yang 
mencakup semua tugas dan fungsi yang ditetapkan yang sesuai dengan 
Surat Peraturan Menteri Keuangan tersebut, sebagaimana halnya Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama memiliki struktur organisasi yaitu: 
1. Kepala Kantor. 
2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal. 
3. Sekretariat. 
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi. 
5. Seksi Pelayanan. 
6. Seksi Penagihan. 
7. Seksi Pemeriksaan. 
8. Seksi Ekstrnsifikasi dan Penyuluhan. 
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV. 
10. KP2KP Bumiayu. 
11. Kelompok Fungsional Pemeriksa. 
Untuk menjelaskan lebih lanjut berikut gambaran struktur organisasi  







































































Adapun tugas-tugas pokok yang ada didalam Kantor Pelayaan Pajak 
Pratama Tegal mempunyai fungsi tiap-tiap bagiannya sebagai berikut: 
1. Seksi Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas 
melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tatausaha dan rumah 
tangga, dan kepatuhan internal. 
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan 
pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi 
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen 
perpajakan, pelayanan dokumen, teknis computer, pemantauan aplikasi   
e-SPT dan e-Filing serta penyajian laporan kinerja. 
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan 
penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen 
dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat 
pemberitahuan, penerimaan surat lainnya serta pelaksanaan registrasi 
wajib pajak. 
4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penata usahaan 
piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan 
aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpana ndokumen-
dokumen penagihan. 
5. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan 
dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi 





6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas menambah 
jumlah wajib pajak maupun objek pajak baru. 
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV mempunyai tugas 
melakukan pengawasan keputusan kewajiban perpajakan wajib pajak, 
bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsutasitekni 
sperpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib 
pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka 
melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding. 
8. Kelompok fungsional pemeriksa pajak melakukan tugas teknis 
pemeriksaan. 
9. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 
Bumiayu mempunyai tugas melayani konsultasi pajak serta menyusun 
rencana dan melaksanakan penyuluhan kepada wajib pajak. 
B. Hasil Penelitian 
1. Analisis Karakteristik Responden 
Penelitian ini menguji tentang pengaruh etika uang, pemeriksaan 
pajak, diskriminasi dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak 
(studi kasus wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama 
Tegal). Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi 
yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal. Sampel responden pada 







a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. 
Berdasarkan jenis kelamin dalam responden dapat dikelompokkan, 
pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin  
Jumlah Responden 
Frekuensi Persentase  
1. Laki-laki 65 65% 
2.  Perempuan 35 35% 
Jumlah  100 100% 
Sumber : data primer yang diolah 2020 
Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan jenis 
kelamin pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden dalam 
penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu 65% 
atau berjumlah 65 responden dan berjenis kelamin perempuan 35% 
atau berjumlah 35 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa 
sebagian responden adalah berjenis kelamin laki-laki. 
b. Karakteristik responden berdasarkan usia. 
Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
Usia  
Jumlah Responden 
Frekuensi Persentase  
20 – 25 Tahun 32 32% 
26 – 32 Tahun 26 32% 
33 – 38 Tahun 15 15% 
39 – 44 Tahun 7 7% 
45 – 50 Tahun 10 10% 
51 – 56 Tahun 10 10% 
Jumlah 100 100% 





Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan usia pada 
tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian 
besar berusia 20-25 tahun yaitu sebanyak 32 % atau 32 responden, 
responden berusia 26-32 tahun sebanyak 26% atau 26 responden, 
responden berusia 33-38 tahun sebanyak 15% atau 15 responden, 
responden berusia 39-44 tahun sebanyak 7% atau 7 responden, 
responden berusia 45-50 tahun sebanyak 10% atau 10 responden, 
responden berusia 51-56 tahun sebanyak 10% atau 10 responden. 
Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar usia responden berkisar 
20-25 tahun. 
c. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir. 
Berdasarkan Pendidikan dalam responden dapat dikelompokkan, 
pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 
No Pendidikan Terakhir 
Jumlah Responden 
Frekuensi Persentase  
1. SMA/SMK/Sederajat 46 46% 
2.  Diplomat 20 20% 
3. Sarjana 32 32% 
4. Pascasarjana 2 2% 
5.  Lainnya 0 0% 
Jumlah  100 100% 
Sumber : data primer yang diolah 2020 
Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan pendidikan 
pada table 4.3 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini 
sebagian besar memiliki riwayat pendidikan terakhir yaitu 





orang pribadi yang pendidikan diplomat sebanyak 20% atau 20 
responden, pendidikan sarjana sebanyak 32% atau 32 responden, 
pendidikan pascasarjana sebanyak 2% atau 2 responden. 
d. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan 
Tabel 4.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 
No Pekerjaan 
Jumlah Responden 
Frekuensi Persentase  
1. PNS 17 17% 
2.  Pegawai BUMN 5 5% 
3. Karyawan Swasta 44 44% 
4. Wiraswasta 15 15% 
5. Lain – lain 19 19% 
Jumlah  100 100% 
Sumber : data primer yang diolah 2020 
Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan pekerjaan 
pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini 
sebagian besar memiliki pekerjaan karyawan swasta sebanyak 44% 
atau 44 responden, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 17% atau 17 
responden, Pegawai BUMN sebanyak 5% atau 5 responden, 
wiraswasta sebanyak 15% atau 15 responden. Pekerjaan lain – lainnya 
sebanyak 19% atau 19 responden.  
2. Statistik Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi 
atau gambaran suatu data. Dalam penelitian ini analisis statistik 
deskriptif dilihat menggunakan nilai minimum, nilai maksimum, rata-
rata dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan 






Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Penggelapan Pajak 100 12 42 28.20 7.381 
Etika Uang 100 21 38 29.47 3.799 
Pemeriksaan Pajak 100 22 39 30.49 4.113 
Diskriminasi Pajak 100 9 21 15.04 2.723 
Tarif Pajak 100 16 27 21.52 3.067 
Valid N (listwise) 100     
Sumber: Data hasil olah SPSS versi 22 
Tabel 4.5 diatas menunjukan statistik deskriptif dari variabel-
variabel yg diteliti. Variabel Etika Uang  memiliki nilai minimum 
sebesar 21, nilai maksimum sebesar 38, rata-rata sebesar 29,47, dan 
standar deviasi sebesar 3,799. Variabel Pemeriksaan Pajak memiliki 
nilai minimum sebesar 22, nilai maksimum sebesar 39, rata-rata 
sebesar 30,49, dan standar deviasi sebesar 4,113. Variabel 
Diskriminasi Pajak memiliki nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum 
sebesar 21, rata-rata sebesar 15,04, dan standar deviasi sebesar 2,723. 
Variabel Tarif Pajak memiliki nilai minimum sebesar 16, nilai 
maksimum sebesar 27, rata-rata sebesar 21,52, dan standar deviasi 
sebesar 3,067. Variabel Penggelapan Pajak memiliki nilai minimum 
sebesar 12, nilai maksimum sebesar 42, rata-rata sebesar 28,20, dan 









3. Uji Kualitas Data 
1. Uji Validitas 
Menurut Ghozali (2016: 52) uji validitas digunakan untuk 
mengukur valid atau sah tidaknya suatu kuesioner. Metode yang 
digunakan untuk melakukan uji validitas dalam penelitian ini 
adalah pearson correlation (yaitu dengan mengkorelasikan skor 
setiap item pernyataan dengan skor total (hasil penjumlahan 
seluruh skor item pernyataan). Pengujian ini dilakukan dengan 
membandingkan r hitung (table corrected item-total correlation) 
dengan Sig. 2-tailed. Kevalidan data dilihat jika r hitung ≥ Sig. 2-
tailed dengan signifikan 0.05 atau 5%.. Hasil pengujian validitas 
disajikan pada tabel 4.6 berikut ini. 
      Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas 
Variabel  Kode Item 
Pearson 
Corelation 
r Tabel Keterangan 
Penggelapan 
Pajak (Y) 
y1 0,595 0,195 Valid 
y2 0,403 0,195 Valid 
y3 0,671 0,195 Valid 
y4 0,785 0,195 Valid 
y5 0,452 0,195 Valid 
y6 0,383 0,195 Valid 
y7 0,579 0,195 Valid 
y8 0,611 0,195 Valid 
y9 0,784 0,195 Valid 
y10 0,729 0,195 Valid 
y11 0,622 0,195 Valid 
























Sumber: Data hasil olah SPSS versi 22 
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa semua butir 
instrument pertanyaan dari setiap variabel etika uang, pemeriksaan 
pajak, diskriminasi pajak, tarif pajak, dan penggelapan pajak 
dinyatakan valid, karena nilai r hitung lebih besar dari r table 
Etika Uang 
(X1) 
x1.1 0,605 0,195 Valid 
x1.2 0,500 0,195 Valid 
x1.3 0,655 0,195 Valid 
x1.4 0,534 0,195 Valid 
x1.5 0,602 0,195 Valid 
x1.6 0,607 0,195 Valid 
x1.7 0,670 0,195 Valid 
x1.8 0,570 0,195 Valid 
x1.9 0,615 0,195 Valid 
Pemeriksaan 
Pajak (X2) 
x2.1 0,696 0,195 Valid 
x2.2 0,304 0,195 Valid 
x2.3 0,660 0,195 Valid 
x2.4 0,690 0,195 Valid 
x2.5 0,590 0,195 Valid 
x2.6 0,480 0,195 Valid 
x2.7 0,615 0,195 Valid 
x2.8 0,701 0,195 Valid 
Diskriminasi 
Pajak (X3) 
x3.1 0,685 0,195 Valid 
x3.2 0,598 0,195 Valid 
x3.3 0,767 0,195 Valid 
x3.4 0,486 0,195 Valid 
x3.5 0,722 0,195 Valid 
Tarif Pajak 
(X4) 
x4.1 0,687 0,195 Valid 
x4.2 0,684 0,195 Valid 
x4.3 0,603 0,195 Valid 
x4.4 0,469 0,195 Valid 
x4.5 0,608 0,195 Valid 





0,195. Sehingga semua butir instrumen pertanyaan untuk setiap 
variabel dapat digunakan di dalam penelitian ini. 
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner 
yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 
kuesioner dikatakan reliabel apabila instrumen dalam suatu 
penelitian menghasilkan ukuran yang tetap meskipun digunakan 
untuk berulangkali. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan 
uji statistik Cronbach Alpha (α). Jika suatu variabel memiliki nilai 
Cronbach’s Alpha > 0,60 maka variabel tersebut dapat dinyatakan 
memiliki reliabilitas yang baik (Ghozali, 2011). Hasil pengujian 
reliabilitas disajikan pada tabel 4.7 berikut ini: 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel  Nilai Alpha Keterangan 
Penggelapan Pajak (Y) 0,850 Reliabel 
Etika Uang (X1) 0,771 Reliabel 
Pemeriksaan Pajak (X2) 0,735 Reliabel 
Diskriminasi Pajak (X3) 0,668 Reliabel 
Tarif Pajak (X4) 0,652 Reliabel 
Sumber: Data hasil olah SPSS versi 22 
Berdasarkan table 4.7 di atas, disimpulkan bahwa ketujuh 
instrument penelitian tersebut sudah memenuhi syarat reliabilitas, 
karena berada di atas nilai cronbach alpha (> 0,60). Maka, dapat 





peneliti dapat digunakan sebagai instrument untuk penelitian 
selanjutnya. 
4. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi 
normal atau tidak (Widjaja, Lambey, & Walandouw, 2017). Untuk 
mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan Non-
parametrik statistik dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pada 
pengujian normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov 
,jika probability value > 0,05 maka Ho diterima (berdistribusi 
normal) sedangkan jika probability value < 0,05 maka Ho ditolak 
(tidak berdistribusi normal) (Ghozali, 2016: 30). 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Normalitas 





Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 3.15204694 
Most Extreme Differences Absolute .066 
Positive .061 
Negative -.066 
Test Statistic .066 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 





Berdasarkan hasil output pengolahan data uji normalitas 
dengan menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov Test 
sebagaimana tertera pada tabel 4.8, maka dapat diperoleh nilai 
Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0.05. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal. 
2. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
(independen). Untuk mendeteksi adanya multikolineritas nilai cut 
off yang umum dipakai adalah apabila nilai Tolerance ≤ 0.10 atau 
sama dengan nilai VIF ≥ 10 maka data tidak terjadi 
multikolinearitas (Ghozali, 2016). Hasil uji multikolinearitas 
disajikan pada table 4.9 berikut ini. 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Multikolinearitas 




1 (Constant)   
Etika Uang .205 4.869 
Pemeriksaan Pajak .309 3.237 
Diskriminasi Pajak .258 3.881 
Tarif Pajak .253 3.951 
a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak 





Berdasarkan hasil output uji multikolinearitas pada model 
regresi seperti tertera pada tabel 4.9, diperoleh data bahwa nilai 
tolerance Etika Uang sebesar 0,205, Pemeriksaan Pajak sebesar 
0,309, Diskriminasi Pajak sebesar 0,258, Tarif Pajak sebesar 
0,253. Semua nilai tolerance tersebut masing-masing > 0,10. 
Sementara nilai VIF Etika Uang sebesar 4,869, Pemeriksaan 
Pajak sebesar 3,237, Diskriminasi Pajak sebesar 3,881, Tarif 
Pajak sebesar 3,951. Semua nilai VIF tersebut masing-masing < 
10,00. Sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa model 
regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas untuk mengetahui tidak adanya 
ketidaksamaan varian antar pengamatan. Pengujiannya dilakukan 
dengan uji Glejser yang meregresi variabel bebas terhadap 
variabel residual mutlaknya dengan signifikansi >5% (0,05), 
apabila tidak ada variabel yang signifikan secara statistik maka 
regresi tersebut tidak mengandung heteroskedasitas (Ghozali, 
2016). Hasil pengujian heteroskedastisitas disajikan pada tabel 









Hasil Uji Heterokedastisitas 
Coefficientsa 
Model Sig. 
1 (Constant) .647 
Etika Uang .864 
Pemeriksaan Pajak .404 
Diskriminasi Pajak .993 
Tarif Pajak .283 
a. Dependent Variable: absres 
Sumber: Data hasil olah SPSS versi 22 
Berdasarkan hasil data tabel 4.10 diatas menunjukkan nilai 
variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi 
variabel dependen. Hal ini terlihat dari nilai signifikan tabel diatas 
tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa 
model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. 
5. Analisis Regresi Berganda 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode 
analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel 


















T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .271 8.212  .033 .974 
Etika Uang .609 .188 .313 3.240 .002 
Pemeriksaan Pajak -.365 .141 -.203 -2.577 .011 
Diskriminasi Pajak .690 .234 .255 2.949 .004 
Tarif Pajak .499 .210 .207 2.379 .019 
a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak 
Sumber: Data hasil olah SPSS versi 22 
Pada Kolom unstandardized coefficient (B). Tertera nilai constant 
sebesar 0,271, koefisien Etika Uang sebesar 0,609, Pemeriksaan Pajak 
sebesar -0,365, Diskriminasi Pajak sebesar 0,690, dan koefisien Tarif 
Pajak sebesar 0,499. Dengan Demikian dapat ditulis persamaan regresi 
menjadi bentuk persamaan sebagai berikut: 
Y = 0,271+ 0,609X1 -0,365X2 + 0,690X3 + 0,499X4 
a. Nilai konstanta adalah 0,271 artinya apabila variabel Etika 
Uang, Pemeriksaan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Tarif Pajak 
bernilai tetap atau sama dengan nol maka penggelapan pajak 
bernilai sebesar 0,271. 
b. Nilai koefisien etika uang (X1) sebesar 0,609 menunjukkan 
apabila variabel Etika Uang naik satu satuan, maka nilai 
penggelapan pajak akan naik sebesar 0,609 dengan asumsi 
bahwa nilai pemeriksaan pajak, diskriminasi pajak dan tarif 







c. Nilai koefisien pemeriksaan pajak (X2) sebesar -0,365 
menunjukkan apabila variabel pemeriksaan pajak naik satu 
satuan, maka nilai penggelapan pajak akan turun sebesar 0,365 
dengan asumsi bahwa nilai etika uang, diskriminasi pajak dan 
tarif pajak adalah tetap atau tidak berubah. 
d. Nilai koefisien diskriminasi pajak (X3) sebesar 0,690 
menunjukkan apabila variabel diskriminasi naik satu satuan, 
maka nilai penggelapan pajak akan naik sebesar 0,690 dengan 
asumsi bahwa nilai etika uang, pemeriksaan pajak dan tarif 
pajak adalah tetap atau tidak berubah. 
e. Nilai koefisien tarif pajak (X4) sebesar 0,499 menunjukkan 
apabila variabel tarif pajak naik satu satuan, maka nilai 
penggelapan pajak akan naik sebesar 0,499 dengan asumsi 
bahwa nilai etika uang, pemeriksaan pajak dan diskriminasi 
pajak adalah tetap atau tidak berubah. 
6. Uji Hipotesis 
1) Uji Statistik t 
Uji signifikansi t digunakan untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh masing-masing variabel independen dengan variabel 
dependen pada model regresi Widjaja, Lambey, & Walandouw 
(2017). Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance 
level 0,05 (α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan 





1. H0 ditolak jika p -value (significant- t) < 0,05 dan koefisien 
regresi sesuai dengan yang diprediksi. 
2. H0 gagal ditolak jika p -value (significant- t) > 0,05 dan 
koefisien regresi tidak sesuai dengan yang diprediksi. 
Tabel 4.12 






T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .271 8.212  .033 .974 
Etika Uang .609 .188 .313 3.240 .002 
Pemeriksaan Pajak -.365 .141 -.203 -2.577 .011 
Diskriminasi Pajak .690 .234 .255 2.949 .004 
Tarif Pajak .499 .210 .207 2.379 .019 
a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak 
Sumber: Data hasil olah SPSS versi 22 
Berdasarkan tabel 4.12 di atas diperoleh hasil uji hipotesis t 
sebagai berikut: 
1. Variabel etika uang diperoleh nilai Coefficients β sebesar 
0,609 dan probabilitas sebesar 0,002 dengan menggunakan 
batas signifikansi 0,05 (α = 5%). Hal ini berarti 0,002 < 0,05 
artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan 
bahwa etika uang berpengaruh positif terhadap penggelapan 
pajak di KPP Pratama Tegal. 
2. Variabel pemeriksaan pajak diperoleh nilai Coefficients β 
sebesar -0,365 dan probabilitas sebesar 0,011 dengan 
menggunakan batas signifikansi 0,05 (α = 5%). Hal ini berarti 





menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif 
terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Tegal. 
3. Variabel diskriminasi pajak diperoleh nilai Coefficients β 
sebesar 0,690 dan probabilitas sebesar 0,004 dengan 
menggunakan batas signifikansi 0,05 (α = 5%). Hal ini berarti 
0,004 < 0,05 artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif 
terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Tegal. 
4. Variabel tarif pajak diperoleh nilai Coefficients β sebesar 
0,499 dan probabilitas sebesar 0,019 dengan menggunakan 
batas signifikansi 0,05 (α = 5%). Hal ini berarti 0,004 < 0,05 
artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan 
bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan 
pajak di KPP Pratama Tegal. 
2) Uji Statistik F 
Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah model 
yang terdiri dari semua variabel independen mempunyai pengaruh 
secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F 
menunjukkan apakah model regresi yang digunakan dalam 
penelitian telah sesuai dan layak digunakan. Dengan kriteria 
pengambilan keputusan apabila probabilitas (nilai signifikansi) 





apabila probabilitas <0,05 artinya model yang digunakan layak 
untuk diuji. 
Tabel 4.13 
Hasil Uji Statistik F 
ANOVAa 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4410.395 4 1102.599 106.493 .000b 
Residual 983.605 95 10.354   
Total 5394.000 99    
a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak 
b. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Pemeriksaan Pajak, Diskriminasi, Etika Uang 
Sumber: Data hasil olah SPSS versi 22 
Dalam tabel 4.13 ANOVA diatas menunjukan bahwa nilai F 
sebesar 106.493 dan nilai dari signifikan sebesar 0,000 lebih besar 
dari pada 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa uji kelayakan model 
ini layak digunakan dalam penelitian ini. 
7. Koefisien Determinasi R2 
Menurut Ghozali (2016) koefisien determinasi pada hakikatnya 
mengukur seberapa jauh kemampuan persamaan model dalam 
menerangkan variasi yang terdapat pada variabel dependen. Nilai R² 
terletak antara 0 sampai 1 (0 < R² < 1), nilai R² yang kecil berarti 
menunjukan kemampuan variabel-variabel independen dalam 
menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas dan apabila nilai 
mendekati satu maka variabel-variabel independen memberikan 
variasi variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dihitung untuk 





dependen. Jika proses mendapatkan nilai R² yang tinggi adalah baik, 
tetapi jika nilai R² rendah bukan berarti model regresi jelek.  
Tabel 4.14 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .904a .818 .810 3.218 
a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Pemeriksaan Pajak, Diskriminasi, Etika 
Uang 
b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak 
Sumber: Data hasil olah SPSS versi 22 
Berdasarkan hasil koefisien detreminasi pada tabel 4.14 diketahui 
bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,810 atau 81%. Hal ini 
menunjukan bahwa variabel penggelapan pajak dipengaruhi oleh 
variabel etika uang, pemeriksaan pajak, diskriminasi pajak dan tarif 
pajak sebesar 0,810 atau 81%. sedangkan sisanya sebesar 19% 
dipengaruhi oleh faktor lain diluar dalam penelitian ini. 
C. Pembahasan  
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh suatu 
hasil penelitian sebagai berikut: 
1. Untuk menguji hipotesis pertama, yang menyatakan diduga pengaruh etika  
uang berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Dengan 
hasil nilai signifikansi  0,002 < 0,05 sementara ttabel dengan sig. α = 0,05 
maka ttabel=t(0,05;n-k) = t((0,05);(100-5) = t(0,05;95) = 1,98525. thitung 
lebih besar dari ttabel ( 3,240 > 1,98525) sedangkan nilai koefisien bernilai 





Hasil ini relevan dengan teori bahwa love of money yang merupakan 
akar dari kejahatan sangat kuat hubungannya dengan “ketamakan” yang 
mengarahkan seseorang kepada perilaku tidak etis. Hal ini membuktikan 
bahwa etika uang berkorelasi terhadap Tindakan Penggelapan Pajak. 
Tinggi rendahnya etika uang yang ada dalam diri seseorang akan 
mempengaruhi terjadinya kecurangan pajak. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Hafizhah (2016), Christin & Tambun (2018), & 
Kurniawan dkk (2019) yang menyatakan bahwa etika uang berpengaruh 
positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Namun berbeda dengan 
penelitian Fatmawati (2018) yang menyatakan bahwa etika uang tidak 
berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak 
menganggap bahwa uang bukan merupakan hal yang penting, dan uang 
tidak digunakan untuk membantu mengekspresikan kompetensi dan 
kemampuan. Karena untuk mengekspresikan kompetensi dan kemampuan 
bukan hanya dari segi uang saja tetapi dapat dari lingkungan kerja dan 
pengalaman. 
2. Untuk menguji hipotesis kedua, yang menyatakan diduga pengaruh 
pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan 
pajak. Dengan hasil nilai signifikansi 0,011 < 0,05 sementara ttabel dengan 
sig. α = 0,05 maka ttabel=t(0,05;n-k) = t((0,05);(100-5) = t(0,05;95) = 





koefisien bernilai negatif sebesar -0,365. Sehingga hipotesis kedua (H2) 
diterima.  
Berdasarkan teori atribusi eksternal menjelaskan bahwa kondisi diluar 
diri individu yang akan mempengaruhi individu dalam berperilaku. 
Faktor ekstrenal lingkungan dalam pemeriksaan pajak dapat 
mengakibatkan suatu bentuk kepatuhan ataupun kecurangan dalam 
perpajakan. Apabila dilakukan dalam skala besar dan dengan tingkat 
intensitas yang tinggi maka wajib pajak dalam melakukan penggalapan 
pajak akan berfikir berulangkali. Namun apabila pemeriksaan pajak 
dilakukan dengan intensitas rendah atau jarang dilakukan pemeriksaan 
maka wajib pajak akan berpikir penggelapan pajak etis untuk dilakukan. 
Hal ini dilakukan karena wajib pajak tidak ingin mengeluarkan uang 
untuk kewajiban perpajakan yang besar dikarenakan tidak adanya 
manfaat timbal balik.  
Implikasi dari penerapan self assessment system menyebabkan Wajib 
Pajak memiliki kontrol penuh atas pajak yang mereka bayarkan dan 
laporkan. Pemeriksaan pajak dibutuhkan guna memastikan bahwa Wajib 
Pajak telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Semakin tinggi intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh 
fiskus maka Wajib Pajak menilai kemungkinan terdeteksinya kecurangan 
akan semakin tinggi sehinga perilaku penggelapan pajak tidak etis untuk 
dilakukan. Berarti bahwa penggelapan pajak dapat dikatakan perilaku 






Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Fhyel (2018) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak 
berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Sebaliknya, 
Penelitian ini tidak sejalan dengan Widjaja, Lambey, & Walandouw 
(2017) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh 
positif terhadap penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak dianggap sebagai 
alat kontrol untuk mendisiplinkan wajib pajak, agar mereka 
meningkatkan kesadarannya untuk melakukan kewajiban pembayaran 
pajak. Pemeriksaan pajak akan memberikan peranan yang lebih baik 
untuk menghindarkan terjadinya penggelapan pajak. Intensitas 
pemeriksaan pajak juga menjadi alat evaluasi untuk penerapan peraturan 
undang-undang perpajakan. Dengan demikian, segala tindakan yang tidak 
baik dalam bidang perpajakan harus dilakukan evaluasi baik bagi pihak 
pemerintahan maupun pihak wajib pajak. 
3. Untuk menguji hipotesis ketiga, yang menyatakan diduga pengaruh 
diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan 
pajak. Dengan hasil nilai signifikansi  0,004< 0,05 sementara ttabel dengan 
sig. α = 0,05 maka ttabel=t(0,05;n-k) = t((0,05);(100-5) = t(0,05;95) = 
1,98525. thitung lebih besar dari ttabel ( 2,949>1,98525) sedangkan nilai 






Dalam teori Theory of planned behavior dijelaskan bahwa perilaku 
para wajib pajak bisa terlihat bagaimana sebuah peraturan akan 
mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam mengambil suatu tindakan. 
Berdasarkan teori tersebut jika penerapan aturan dinilai adil, maka wajib 
pajak lebih memungkinkan untuk melakukan kewajiban membayar pajak 
yang baik. Namun sebaliknya, jika adanya peraturan yang berbentuk 
negatif seperti diskriminasi pajak juga akan memicu adanya tindakan 
negatif. Hal tersebut bisa terjadi ketika adanya ketidakadilan mengenai 
perpajakan yang terdampak antara wajib pajak lainnya. Peraturan yang 
tidak seimbang dan adanya diskriminasi akan memicu adanya 
kecemburuan dan permasalahan sosial sehingga berpeluang besar akan 
melakukan tindakan penggelapan pajak. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Faradiza (2018) dan Wulandari, Maslichah, & Mawardi 
(2020) yang menyatakan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif 
terhadap tindakan penggelapan pajak. Namun tidak sejalan dengan 
penelitian Haq & Puspita (2019) yang menyatakan bahwa diskriminasi 
pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini 
mengindikasikan bahwa tingkat diskriminasi yang tergolong sedang 
ataupun tinggi tidak akan mengurangi terjadinya penggelapan pajak. 
Karena meskipun tingkat diskriminasi rendah, tindakan penggelapan 
pajak bisa dilakukan dikarenakan adanya kepentingan terhadap diri 





4. Untuk menguji hipotesis keempat, yang menyatakan diduga pengaruh tarif 
pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Dengan 
hasil nilai signifikansi  0,019< 0,05 sementara ttabel dengan sig. α = 0,05 
maka ttabel=t(0,05;n-k) = t((0,05);(100-5) = t(0,05;95) = 1,98525. t thitung 
lebih besar dari t tabel ( 2,379>1,98525) sedangkan nilai koefisien bernilai 
positif sebesar 0,499. Sehingga hipotesis keempat (H4) diterima.  
Sesuai dengan Theory of planned behavior yang menyatakan bahwa 
selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu 
juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu 
kemampuan wajib pajak untuk melakukan penyederhanaan tarif pajak.  
Penerapan tarif pajak yang tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk 
melakukan penggelapan pajak dengan meminimalkan beban pajak sekecil 
mungkin. Pembayaran pajak sering kali dianggap sebagai beban bagi 
wajib pajak karena dapat mengurangi penghasilan dari wajib pajak itu 
sendiri. Wajib pajak akan merasa enggan dalam membayar pajak jika 
wajib pajak sendiri tidak merasakan manfaat dari membayar pajak. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Utami & Helmy (2016) yang menyatakan bahwa tarif 
pajak memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sebaliknya 
penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Lenggono (2019) yang 
menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh negatif terhadap 
penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi tidak berpengaruh terhadap 





dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak. Meskipun tarif pajak 
rendah, wajib pajak bisa melakukan tindakan penggelapan pajak karena 


























A. Kesimpulan  
Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan adanya pengaruh etika 
uang, pemeriksaan pajak, diskriminasi dan tarif pajak terhadap penggelapan 
pajak di KPP Pratama Tegal. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 
wajib pajak orang pibadi. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. 
Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka disimpulkan sebagai berikut: 
1. Etika uang berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak di 
KPP Pratama Tegal. Alasannya karena seseorang yang memiliki 
kecintaan tinggi terhadap uang cenderung tidak akan mau mengeluarkan 
untuk sesuatu yang tidak memberikan imbalan. Sehingga semakin tinggi 
tingkat kecintaan terhadap uang semakin tinggi pula tingkat tindakan 
penggelapan pajak.  
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan 
pajak di KPP Pratama Tegal. Alasannya karena semakin tinggi intensitas 
pemeriksaan pajak yang dilakukan maka wajib pajak akan menilai bahwa 
perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku yang semakin tidak etis 
untuk dilakukan, begitupun sebaliknya, bila intensitas pemeriksaan pajak 
semakin rendah maka wajib pajak akan menilai bahwa perilaku 
penggelapan pajak semakin etis untuk dilakukan.  
3. Diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan 





ketidakadilan  bentuk diskriminasi dalam peraturan perpajakan yang 
berlaku,  maka wajib pajak semakin tidak beretika sehingga penggelapan 
pajak akan meningkat. 
4. Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak di 
KPP Pratama Tegal. Alasannya dapat disebabkan karena tarif pajak yang 
tinggi dianggap sebagai beban berat bagi wajib pajak dan juga 
kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai tarif pajak yang 
berlaku. Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbanding lurus 
dengan tingkat penggelapan pajak. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi publik khususnya wajib pajak mengenai etika uang yang 
berpengaruh positif disarankan agar lebih aktif mengikuti sosialisasi dan 
pelatihan yang diadakan oleh DJP serta rutin, mengakses website 
Direktorat Jendral Pajak guna meningkatkan pengetahuan wajib pajak 
mengenai perpajakan. Agar wajib pajak dapat mengerti bahwa pajak 
adalah sebuah kewajiban dan mampu memahami bahwa tindakan 
penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan. 
2. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak mengenai 
pemeriksaan pajak yang berpengaruh negatif untuk meningkatkan 
kualitas intensitas  pemeriksaan pajak, pentingnya pemeriksaan pajak 





keahlian pemeriksa serta penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten 
sesuai perundangan. mengenai variabel diskriminasi pajak yang 
berpengaruh positif disarankan Direktorat Jendral Pajak mencegah serta 
menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan dalam 
perpajakan. Dalam variabel tarif pajak disarankan Direktorat Jendral 
Pajak meninjau kembali tarif pajak yang dikenakan kepada setiap wajib 
pajak agar sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak. Adanya bentuk 
transparan terhadap Wajib Pajak terkait dengan dasar pengenaan pajak 
yang diberikan. Sehingga kepatuhan dalam pelaporan dengan capaian 
realisasi penerimaan pajak menjadi lebih optimal. 
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat meneliti faktor-faktor lain 
yang dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak sehingga dapat 
dibandingkan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Disarankan 
agar peneliti selanjutnya memperluas atau memperbanyak jumlah 
responden atau objek yang diteliti.   
C. Keterbatasan Penelitian 
1. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner 
(angket) dan data diperoleh berdasarkan persepsi responden berupa 
jawaban yang terdapat kemungkinan bahwa hasil jawaban akan berbeda 
dengan keadaan sebenarnya. 
2. Penelitian ini juga mempunyai keterbatasan variabel dimana variabel 





tarif pajak. Sedangkan masih ada variabel lain yang perlu ditinjau 
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Beri tanda (√) pada identitas pengenal Bapak/Ibu 
1. Nama     :    (Boleh diisi/tidak) 
2. Umur     :  Tahun  
3. Jenis Kelamin    : Laki-laki       Perempuan 
4. Jenis Pekerjaan     :  PNS       Karyawan Swasta 
      Pegawai       Wiraswasta 
BUMN  
      Lain – lain ( ) 
Catatan : Jawaban apapun yang diberikan tidak akan mempengaruhi 
apapun terhadap Bapak/Ibu/Saudara/I, karena penelitian ini semata-mata 
digunakan hanya untuk pengembangan ilmu sosial. 
 
Petunjuk Pengisian : 
1. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk 
masing – masing pertanyaan yang tersedia pada lembaran daftar kuesioner. 
2. Bapak/Ibu/Saudara (i) dapat memberikan (√) pada kolom kode jawaban yang 
tersedia sebagai berikut: 
Skor 1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 
Skor 2 : Tidak setuju (TS) 
Skor 3 : Netral (N) 
Skor 4 : Setuju (S) 











1. Penggelapan Pajak (Y) 
No Pertanyaan 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
Tidak menyampaikan SPT tepat waktu 
1 
Saya menyampaikan SPT tidak tepat pada 
waktunya.           
Menyampaikan SPT dengan tidak benar 
2 
Saya menyampaikan SPT dengan tidak 
benar.      
3 
Saya menyampaikan SPT dengan 
perhitungan yang tidak lengkap dan tidak 
benar atas seluruh objek pajak yang saya 
miliki.           
4 
Saya tidak menyampaikan SPT dengan 
sesungguhnya atas seluruh objek pajak yang 
saya miliki.           
Tidak mendaftarkan sebagai wajib pajak/menyalahgunakan NPWP 
5 
Saya tidak mendaftarkan diri sebagai wajib 
pajak.      
6 
Saya tidak menggunakan NPWP sesuai 
dengan ketentuan.      
Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong 
7 
Saya menyetor pajak tidak berdasarkan 
jumlah yang sebenarnya dari objek pajak 
sesungguhnya.           
8 
Saya menyetor pajak tidak sesuai dengan 
jumlah yang saya laporkan dalam SPT.      
9 Saya menyetor pajak tidak tepat waktu.           
Melaporkan pendapatan lebih kecil dari seharusnya dibayar 
10 
Saya melaporkan kewajiban pajak dengan 
jumlah pendapatan yang lebih kecil dari 
seharusnya dibayar.           
11 
Saya berpendapat  bahwa ada wajib pajak 
yang berusaha menyuap fiskus.           
12 
Wajib pajak memberikan hadiah kepada 
petugas pajak dalam usahanya melakukan 





2. Etika Uang (X1) 
No Pertanyaan 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
Important 
1 
Uang merupakan faktor terpenting dan 
berharga didalam hidup saya. 
          
2 
Uang merupakan sesuatu hal yang menarik 
untuk dimiliki.           
Success 
3 
Uang merupakan simbol dari kesuksesan 
saya.           
4 Uang dapat mencerminkan dan mewakili 
prestasi saya.           
Motivator 
5 
Saya berpendapat bahwa memiliki uang 
dapat dijadikan perbandingan dengan orang 
lain.           
6 Saya termotivasi bekerja lebih keras hanya 
untuk uang.           
7 
Saya berpendapat bahwa motivasi terbesar 
saya adalah uang. 
     
Rich 
8 
Saya berpendapat bahwa dengan memiliki 
uang yang banyak merupakan sesuatu hal 
yang baik. 
     
9 
Hidup saya akan menyenangkan jika saya 
kaya dan mempunyai banyak uang. 









3. Pemeriksaan Pajak (X2) 
No Pertanyaan 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
Bertindak benar dan jujur 
1 
Penggelapan pajak dianggap etis jika 
pemeriksa pajak tidak dilaksanakan secara 
benar dan jujur. 
          
2 
Penggelapan pajak dianggap tidak etis jika 
pemeriksa pajak ramah terhadap Wajib 
Pajak.           
3 Pemeriksaan pajak mendorong wajib pajak 
untuk membayar pajak dengan jujur.      
Kepatuhan perpajakan 
4 
Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan.      
5 
Pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila 
adanya dugaan tindakan pidana dibidang 
perpajakan.      
Jangka waktu pemeriksaan 
6 
Penggelapan pajak dianggap tidak etis 
meskipun pemeriksaan pajak telah dilakukan 
secara intensif.      
7 
Penggelapan pajak dianggap etis jika 
pemeriksaan pajak jarang dilakukan. 
     
Laporan hasil pemeriksaan 
8 
Wajib pajak berhak atas laporan hasil 
pemeriksaan. 









4. Diskriminasi Pajak (X3) 
No Pertanyaan 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
Perbedaan perlakuan didasarkan golongan dan status oknum 
1 
Penggelapan pajak dianggap suatu tindakan 
yang benar jika pemerintah melakukan 
pendiskriminasian atas agama, ras, dan 
kebudayaan saya.           
2 
Penegakan hukum perpajakan di Indonesia 
sudah adil karena tidak ada tindakan 
pendiskriminasian dan tebang pilih kepada 
wajib pajak.           
Kebijakan penegakan oknum perpajakan 
3 
Penggelapan pajak akan dilakukan jika 
wajib pajak merasa terdapat tindakan 
diskriminasi dalam penegakan hukum 
perpajakan.            
4 
Menurut saya, zakat diperbolehkan sebagai 
faktor pengurangan pajak merupakan suatu 
bentuk diskriminasi.           
5 
Penggelapan pajak dianggap suatu tindakan 
yang benar jika pemerintah memenjarakan 
orang dikarenakan tindakan Penggelapan 
pajak. 












5. Tarif Pajak (X4) 
No Pertanyaan 
SS S N TS STS 
5 4 3 2 1 
Prinsip kemampuan dalam membayar  pajak 
1 
Saya merasa penyusunan undang 
undang perpajakan di Indonesia 
mengenai pengenaan pajak penghasilan 
secara umum dan merata sudah sesuai/adil.      
Kemampuan dalam membayar pajak 
2 Tarif pajak yang adil berarti harus sama 
untuk setiap wajib pajak.           
3 Tarif pajak yang adil harus disesuaikan 
dengan tingkat penghasilan wajib pajak.           
4 Tarif pajak saat ini memberatkan wajib pajak 
untuk membayar pajak.      
Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia 
5 
Di Indonesia berlaku tarif pajak PPh 
Progresif, sehingga wajib pajak yang 
memiliki penghasilan tinggi maka pajak 
yang dibayar juga akan semakin besar.      
6 
Wajar jika wajib pajak berpenghasilan tinggi 
membayar pajak penghasilan lebih besar dari 
pada wajib pajak yang  berpenghasilan 














No Jenis Kelamin  
Jumlah Responden 
Frekuensi Persentase  
1. Laki-laki 65 65% 
2.  Perempuan 35 35% 




Frekuensi Persentase  
20 – 25 Tahun 32 32% 
26 – 32 Tahun 26 32% 
33 – 38 Tahun 15 15% 
39 – 44 Tahun 7 7% 
45 – 50 Tahun 10 10% 
51 – 56 Tahun 10 10% 
Jumlah 100 100% 
 
No Pendidikan Terakhir 
Jumlah Responden 
Frekuensi Persentase  
1. SMA/SMK/Sederajat 46 46% 
2.  Diplomat 20 20% 
3. Sarjana 32 32% 
4. Pascasarjana 2 2% 
5. Lainnya 0 0% 




Frekuensi Persentase  
1. PNS 17 17% 
2.  Pegawai BUMN 5 5% 
3. Karyawan Swasta 44 44% 
4. Wiraswasta 15 15% 
5. Lain – lain 19 19% 








Jawaban responden variabel penggelapan pajak 
Responden 
Penggelapan Pajak (Y) 
Total 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 
1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 18 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 14 
3 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 20 
4 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 27 
5 2 1 2 1 1 5 1 1 2 1 1 1 19 
6 1 5 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 21 
7 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 20 
8 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 21 
9 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 19 
10 5 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 19 
11 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 27 
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
13 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 22 
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 25 
15 4 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 22 
16 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 27 
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 28 
18 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 5 31 
19 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 24 
20 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 33 
21 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 23 
22 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 26 
23 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 3 2 21 
24 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 3 1 22 
25 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 17 
26 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 16 
27 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 16 
28 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 20 
29 4 3 3 3 2 1 3 3 3 5 2 2 34 
30 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 18 
31 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 26 







34 2 1 2 2 1 2 2 2 2 4 4 4 28 
35 3 2 4 4 1 1 5 5 5 5 1 1 37 
36 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 28 
37 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 37 
38 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 4 30 
39 4 2 2 2 1 2 2 2 4 3 2 2 28 
40 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 4 34 
41 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 29 
42 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 21 
43 4 2 4 4 2 2 4 2 5 2 5 5 41 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25 
45 1 1 5 2 3 3 2 4 2 2 2 2 29 
46 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 27 
47 4 2 4 4 2 2 4 2 4 4 4 5 41 
48 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 3 2 25 
49 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 5 4 39 
50 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 26 
51 4 4 4 4 2 2 4 2 1 4 5 5 41 
52 4 2 4 4 2 2 4 4 4 2 5 5 42 
53 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 33 
54 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 5 5 32 
55 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 32 
56 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 30 
57 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 30 
58 4 2 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 40 
59 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 32 
60 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 29 
61 2 2 2 1 3 2 3 3 2 2 4 4 30 
62 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 4 24 
63 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 31 
64 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 40 








66 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 3 39 
67 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 33 
68 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 40 
69 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 31 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
71 4 2 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 31 
72 4 2 2 2 2 2 2 2 5 4 4 4 35 
73 4 2 2 4 2 2 2 2 5 4 5 4 38 
74 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 23 
75 4 3 3 3 2 2 1 1 3 4 3 3 32 
76 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 28 
77 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 33 
78 3 2 2 2 2 2 2 2 5 4 4 4 34 
79 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 5 36 
80 5 2 2 2 2 2 2 2 5 4 4 4 36 
81 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 25 
82 4 2 2 2 2 2 3 2 4 4 5 5 37 
83 5 2 2 2 2 2 2 2 5 4 5 5 38 
84 4 2 1 1 1 1 3 1 4 2 3 2 25 
85 4 2 2 2 2 2 2 2 5 4 5 5 37 
86 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 27 
87 4 3 3 4 2 2 3 2 4 4 4 4 39 
88 2 1 5 3 1 1 5 2 3 4 1 1 29 
89 4 5 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 23 
90 5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 2 24 
91 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 17 
92 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 18 
93 2 1 2 2 5 4 4 4 3 3 2 1 33 
94 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 27 
95 2 2 2 2 4 3 3 3 3 2 5 5 36 
96 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 26 
97 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 26 
98 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 35 
99 1 5 1 1 2 2 5 1 1 1 1 1 22 







Jawaban responden variabel etika uang 
Responden 
Etika Uang (X1) 
Total 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 
1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 25 
2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 25 
3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 24 
4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 26 
5 3 3 3 2 2 2 3 3 2 23 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 
7 2 2 3 3 3 3 2 3 3 24 
8 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 
9 3 3 3 3 3 3 2 3 2 25 
10 4 4 3 2 2 2 2 3 3 25 
11 4 4 3 3 3 3 3 3 4 30 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
14 4 3 4 3 3 2 2 3 4 28 
15 3 4 3 3 3 3 2 3 4 28 
16 4 4 3 3 3 3 3 3 4 30 
17 4 4 4 4 3 3 3 3 2 30 
18 2 4 4 4 4 3 2 5 4 32 
19 4 4 4 2 2 4 2 4 2 28 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
21 3 4 3 3 3 3 3 4 4 30 
22 4 4 4 4 3 3 3 3 4 32 
23 3 3 3 3 2 2 2 4 4 26 
24 5 4 4 4 3 5 2 2 3 32 
25 4 3 3 2 3 2 3 3 3 26 
26 3 4 3 2 2 3 3 3 3 26 
27 3 3 3 2 2 2 2 2 2 21 
28 3 3 2 2 3 2 2 4 2 23 
29 4 4 4 2 4 4 4 4 3 33 
30 3 3 3 2 2 3 3 3 3 25 
31 3 3 3 2 2 2 2 2 2 21 
32 4 4 4 2 4 3 3 3 4 31 






34 4 4 4 2 4 3 3 3 4 31 
35 5 5 4 2 2 4 4 4 4 34 
36 5 4 4 2 2 4 4 2 4 31 
37 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34 
38 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32 
39 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29 
40 5 3 3 4 4 3 3 4 4 33 
41 3 3 3 2 3 3 3 3 4 27 
42 4 4 4 2 4 3 3 3 4 31 
43 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 
44 4 4 3 3 3 4 4 2 4 31 
45 4 3 4 3 3 4 2 4 4 31 
46 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
47 5 4 3 3 4 4 4 4 4 35 
48 4 4 4 3 3 3 3 3 3 30 
49 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34 
50 3 4 4 3 2 4 2 4 3 29 
51 4 4 4 3 4 3 4 4 3 33 
52 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34 
53 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29 
54 3 4 3 3 3 3 3 4 4 30 
55 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
56 3 4 4 2 4 3 3 4 3 30 
57 3 4 3 2 3 3 3 3 3 27 
58 5 5 5 3 4 4 4 4 4 38 
59 5 4 5 5 2 2 2 2 2 29 
60 3 4 4 3 3 4 3 4 3 31 
61 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30 
62 4 4 4 4 3 3 3 3 3 31 
63 3 4 4 2 4 2 4 4 3 30 









65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
67 4 4 4 3 3 3 4 3 3 31 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 
69 4 4 3 3 4 3 3 3 3 30 
70 3 3 2 2 2 3 4 3 2 24 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
72 4 4 3 4 3 4 3 4 4 33 
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
74 3 4 3 2 2 4 3 4 3 28 
75 3 4 3 2 2 3 2 3 3 25 
76 3 4 4 2 3 3 3 4 3 29 
77 4 4 4 2 2 4 4 4 4 32 
78 4 4 3 3 3 3 4 4 4 32 
79 5 5 3 4 3 2 3 4 4 33 
80 4 4 3 3 3 4 4 4 4 33 
81 4 3 3 2 3 2 3 3 3 26 
82 3 5 4 4 4 3 4 4 3 34 
83 4 3 4 3 4 5 5 4 3 35 
84 3 3 4 4 4 3 2 3 3 29 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
86 4 4 3 2 4 3 3 3 3 29 
87 4 4 4 3 3 4 3 4 5 34 
88 3 4 3 3 3 3 3 2 3 27 
89 2 3 3 3 3 3 3 4 3 27 
90 3 4 3 3 3 3 4 4 3 30 
91 3 4 2 2 3 2 2 2 2 22 
92 3 3 2 2 2 2 2 3 3 22 
93 4 4 3 3 3 4 3 3 4 31 
94 3 4 3 3 3 3 3 3 4 29 
95 4 4 4 3 4 3 3 4 4 33 
96 3 4 3 4 3 2 2 3 4 28 
97 3 4 3 4 3 2 2 3 4 28 
98 3 4 4 3 3 4 4 4 3 32 
99 3 5 3 2 3 2 2 4 4 28 







Jawaban responden variabel pemeriksaan pajak 
Responden 
Pemeriksaan Pajak (X2) 
Total 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
1 5 5 5 4 5 4 5 5 38 
2 4 3 5 5 5 4 4 5 35 
3 5 3 4 5 5 4 4 5 35 
4 2 4 4 4 4 4 3 4 29 
5 4 3 4 5 5 5 4 5 35 
6 4 4 4 5 5 5 3 5 35 
7 4 4 5 5 5 4 4 5 36 
8 5 2 5 5 5 4 4 5 35 
9 4 2 4 5 5 4 5 5 34 
10 5 2 5 5 5 2 5 5 34 
11 5 2 5 4 5 5 2 5 33 
12 5 3 5 5 5 3 3 3 32 
13 2 2 5 4 4 4 2 4 27 
14 2 4 5 4 5 2 2 4 28 
15 2 3 4 5 5 2 4 4 29 
16 3 3 5 5 5 3 3 5 32 
17 3 4 3 5 5 3 3 5 31 
18 5 4 3 4 3 5 2 5 31 
19 4 3 3 4 4 3 3 4 28 
20 2 2 4 4 4 5 3 4 28 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
22 4 3 4 5 5 3 3 3 30 
23 5 3 5 5 5 5 4 5 37 
24 4 3 4 5 4 4 4 4 32 
25 5 2 5 5 5 4 5 5 36 
26 5 4 5 5 5 5 5 5 39 
27 5 2 5 5 5 4 5 5 36 
28 5 3 5 5 5 4 4 5 36 
29 2 4 4 4 4 4 4 3 29 
30 5 5 5 5 4 5 4 5 38 
31 5 4 5 5 5 4 4 4 36 
32 3 3 5 4 4 3 3 4 29 






34 5 2 3 3 3 4 5 5 30 
35 2 2 4 4 5 2 2 4 25 
36 5 2 5 5 4 4 4 4 33 
37 2 3 2 3 4 3 3 3 23 
38 5 2 3 3 5 3 4 5 30 
39 5 3 4 5 5 3 3 5 33 
40 3 2 2 3 5 5 4 5 29 
41 3 3 4 4 4 3 3 3 27 
42 5 3 4 4 5 3 4 5 33 
43 3 3 4 3 3 3 3 3 25 
44 5 2 4 3 3 3 5 5 30 
45 3 3 4 3 4 4 2 4 27 
46 5 3 3 5 5 2 5 5 33 
47 2 2 3 4 4 4 4 2 25 
48 3 4 4 4 4 4 3 4 30 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
50 5 3 5 5 5 2 4 5 34 
51 3 2 4 4 3 3 3 4 26 
52 2 2 4 4 4 4 2 4 26 
53 3 2 3 5 5 3 3 4 28 
54 3 2 4 4 4 4 3 3 27 
55 5 2 4 4 4 4 4 5 32 
56 5 2 4 3 3 4 4 5 30 
57 5 4 4 3 3 4 4 3 30 
58 2 2 4 4 5 2 2 4 25 
59 5 2 5 4 3 4 4 3 30 
60 5 2 5 5 5 4 1 5 32 
61 2 5 3 5 3 4 2 4 28 
62 4 3 5 5 5 3 3 3 31 
63 3 3 4 4 3 3 3 4 27 
64 2 2 3 3 3 3 3 4 23 










66 2 3 2 3 3 3 3 3 22 
67 4 2 4 4 5 4 4 5 32 
68 3 3 2 4 4 4 2 4 26 
69 4 4 4 5 5 4 4 4 34 
70 4 4 5 5 5 5 4 5 37 
71 4 2 5 5 4 4 4 5 33 
72 4 3 4 3 4 3 4 3 28 
73 3 2 3 3 2 3 3 3 22 
74 4 3 4 5 5 4 4 5 34 
75 4 3 4 5 5 4 4 5 34 
76 4 2 4 5 5 4 4 5 33 
77 4 2 5 5 5 4 4 5 34 
78 4 4 4 5 5 5 3 5 35 
79 2 2 4 4 5 2 2 4 25 
80 4 2 3 4 4 4 2 3 26 
81 5 3 4 4 5 3 4 5 33 
82 2 3 3 4 3 4 2 3 24 
83 3 4 4 4 4 3 2 3 27 
84 3 4 4 4 4 4 4 4 31 
85 4 2 2 2 3 3 3 4 23 
86 5 3 4 4 3 3 4 5 31 
87 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
88 3 3 4 4 5 4 4 4 31 
89 5 2 5 3 3 3 3 5 29 
90 4 2 4 3 5 4 4 5 31 
91 4 4 5 5 5 4 5 5 37 
92 4 3 5 5 5 5 5 5 37 
93 5 3 5 3 3 4 4 4 31 
94 3 3 4 4 4 4 4 4 30 
95 2 2 4 4 4 4 2 4 26 
96 3 3 4 5 3 3 4 4 29 
97 3 3 4 3 3 5 4 4 29 
98 4 2 5 5 3 4 4 5 32 
99 4 2 4 4 4 4 4 5 31 









Jawaban responden variabel diskriminasi pajak 
Responden 
Diskriminasi Pajak (X3) 
Total 
X1 X2 X3 X4 X5 
1 2 3 3 2 2 12 
2 1 2 2 3 1 9 
3 2 3 3 2 3 13 
4 3 3 3 3 3 15 
5 2 3 2 2 2 11 
6 2 4 2 2 2 12 
7 2 1 2 2 2 9 
8 3 3 3 2 2 13 
9 2 3 2 2 2 11 
10 2 2 2 2 2 10 
11 3 4 3 2 5 17 
12 3 3 3 3 3 15 
13 4 3 3 2 2 14 
14 3 3 4 3 4 17 
15 3 3 3 3 3 15 
16 2 2 3 3 3 13 
17 3 4 2 3 4 16 
18 3 3 3 3 3 15 
19 3 4 4 2 3 16 
20 2 4 4 2 3 15 
21 3 4 3 3 2 15 
22 4 3 5 2 2 16 
23 2 2 3 2 3 12 
24 3 4 3 2 3 15 
25 2 2 2 2 2 10 
26 2 2 2 2 2 10 
27 2 2 2 2 3 11 
28 2 2 3 2 3 12 
29 3 3 4 3 3 16 
30 4 3 2 2 2 13 
31 3 2 2 2 2 11 
32 3 3 3 3 3 15 






34 3 3 4 2 4 16 
35 4 4 4 3 4 19 
36 4 2 4 2 4 16 
37 3 3 4 5 3 18 
38 2 3 3 4 4 16 
39 3 3 3 3 3 15 
40 4 2 4 2 5 17 
41 4 3 4 2 3 16 
42 2 2 4 3 4 15 
43 4 2 5 3 5 19 
44 2 2 4 2 5 15 
45 2 4 3 3 2 14 
46 3 3 3 3 3 15 
47 2 3 4 4 5 18 
48 3 3 3 3 3 15 
49 3 3 4 3 5 18 
50 3 3 4 2 5 17 
51 5 5 3 3 3 19 
52 4 3 5 3 3 18 
53 4 2 3 2 3 14 
54 2 2 4 2 4 14 
55 2 2 4 3 4 15 
56 4 2 4 3 4 17 
57 3 3 3 2 3 14 
58 4 5 4 3 5 21 
59 4 2 4 3 4 17 
60 4 2 4 3 4 17 
61 3 3 3 3 3 15 
62 4 3 4 3 3 17 
63 2 2 4 2 4 14 
64 3 3 4 3 5 18 










66 5 4 5 3 4 21 
67 3 4 4 2 4 17 
68 4 5 4 4 4 21 
69 3 2 3 3 3 14 
70 2 2 2 2 3 11 
71 3 3 4 3 3 16 
72 4 2 4 3 3 16 
73 3 4 4 4 4 19 
74 3 2 3 2 3 13 
75 4 3 4 2 3 16 
76 3 3 4 3 3 16 
77 3 2 3 3 3 14 
78 3 2 3 3 3 14 
79 2 3 4 4 5 18 
80 4 4 4 3 3 18 
81 2 2 2 3 3 12 
82 4 4 4 3 4 19 
83 4 4 3 3 5 19 
84 2 3 3 3 2 13 
85 4 4 4 2 5 19 
86 2 2 2 2 3 11 
87 4 3 4 3 4 18 
88 2 3 3 2 4 14 
89 3 3 3 2 2 13 
90 2 3 3 3 2 13 
91 2 2 3 3 2 12 
92 2 2 3 3 2 12 
93 3 4 4 3 3 17 
94 3 2 3 2 3 13 
95 2 3 4 4 5 18 
96 2 2 4 2 4 14 
97 3 2 3 2 3 13 
98 2 2 4 2 4 14 
99 4 3 4 2 3 16 









Jawaban responden variabel tarif pajak 
Responden 
Tarif Pajak (X4) 
Total 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 
1 2 2 3 4 3 3 17 
2 2 2 3 3 4 4 18 
3 2 2 4 3 3 4 18 
4 3 3 4 4 3 4 21 
5 3 3 3 3 3 3 18 
6 2 3 3 3 3 3 17 
7 3 3 3 3 3 3 18 
8 3 3 3 3 3 4 19 
9 2 2 2 4 3 3 16 
10 3 2 3 3 2 4 17 
11 4 3 3 4 4 5 23 
12 3 3 3 3 5 5 22 
13 3 2 5 3 4 5 22 
14 4 2 4 3 4 4 21 
15 4 2 5 2 5 5 23 
16 4 2 4 3 4 4 21 
17 4 4 4 4 4 4 24 
18 2 4 4 3 5 5 23 
19 3 4 5 3 4 4 23 
20 3 4 4 3 3 4 21 
21 4 4 4 4 4 4 24 
22 3 3 5 3 4 4 22 
23 2 2 3 3 4 4 18 
24 2 2 4 4 4 4 20 
25 3 3 3 3 3 3 18 
26 2 3 3 4 3 3 18 
27 3 2 3 3 2 4 17 
28 3 3 2 2 3 3 16 
29 5 4 4 3 3 5 24 
30 2 3 3 3 3 3 17 
31 2 2 3 3 3 3 16 
32 3 2 4 3 4 4 20 






34 3 2 4 3 4 4 20 
35 3 5 5 4 4 4 25 
36 2 2 4 4 4 4 20 
37 3 5 3 5 5 5 26 
38 3 3 3 4 4 4 21 
39 2 2 5 4 5 5 23 
40 4 4 5 3 4 4 24 
41 2 3 4 4 3 5 21 
42 2 3 3 5 4 5 22 
43 3 5 4 5 5 4 26 
44 2 2 4 5 4 4 21 
45 3 4 4 3 4 4 22 
46 2 2 4 4 4 4 20 
47 5 5 5 2 4 5 26 
48 3 3 4 3 4 3 20 
49 4 4 5 5 4 4 26 
50 2 2 4 4 4 4 20 
51 5 5 4 5 4 4 27 
52 5 5 5 4 4 4 27 
53 3 4 4 3 3 4 21 
54 2 2 4 4 4 4 20 
55 2 2 4 5 4 4 21 
56 2 2 4 4 4 4 20 
57 2 2 3 4 4 4 19 
58 4 5 4 5 5 4 27 
59 2 3 3 3 4 4 19 
60 3 4 4 4 4 4 23 
61 3 2 4 3 4 4 20 
62 2 3 3 3 4 4 19 
63 2 2 3 4 4 4 19 
64 5 3 4 4 4 5 25 










66 5 5 5 4 4 4 27 
67 3 4 4 3 3 4 21 
68 5 5 4 4 4 4 26 
69 2 2 3 4 4 4 19 
70 2 2 3 3 4 4 18 
71 4 2 4 3 3 5 21 
72 2 2 3 4 4 4 19 
73 4 4 4 4 5 5 26 
74 2 2 4 3 4 4 19 
75 3 4 4 3 4 4 22 
76 3 4 4 4 3 4 22 
77 4 4 4 4 4 4 24 
78 2 2 5 5 5 5 24 
79 3 5 4 5 4 4 25 
80 4 4 4 4 5 4 25 
81 3 3 4 4 4 4 22 
82 4 5 4 4 4 4 25 
83 4 3 3 5 5 5 25 
84 3 2 5 2 5 5 22 
85 5 3 3 5 5 5 26 
86 3 4 4 4 4 4 23 
87 3 4 5 5 5 5 27 
88 4 4 4 2 3 5 22 
89 3 2 4 3 3 4 19 
90 3 2 5 3 5 5 23 
91 2 2 2 3 4 4 17 
92 2 2 3 3 3 3 16 
93 4 4 3 4 4 5 24 
94 4 2 5 3 4 5 23 
95 4 2 5 5 4 5 25 
96 3 2 3 2 4 5 19 
97 4 2 5 2 4 5 22 
98 4 4 4 4 4 4 24 
99 5 3 3 2 5 5 23 









Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Penggelapan Pajak 100 12 42 28.20 7.381 
Etika Uang 100 21 38 29.47 3.799 
Pemeriksaan Pajak 100 22 39 30.49 4.113 
Diskriminasi Pajak 100 9 21 15.04 2.723 
Tarif Pajak 100 16 27 21.52 3.067 


























Validitas Variabel Penggelapan Pajak 
Correlations 






















Sig. (2-tailed)  .017 .006 .000 .651 .627 .167 .290 .000 .000 .000 .000 .000 









 .140 .014 .295
**
 .042 .184 .299
**
 .068 .125 .403
**
 
Sig. (2-tailed) .017  .009 .000 .164 .893 .003 .681 .068 .003 .501 .214 .000 




























Sig. (2-tailed) .006 .009  .000 .032 .023 .000 .000 .000 .000 .047 .002 .000 




























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .004 .013 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 
























Sig. (2-tailed) .651 .164 .032 .004  .000 .001 .000 .026 .065 .069 .049 .000 


















Sig. (2-tailed) .627 .893 .023 .013 .000  .035 .000 .059 .248 .568 .040 .000 



















 .053 .182 .579
**
 
Sig. (2-tailed) .167 .003 .000 .000 .001 .035  .000 .000 .000 .604 .070 .000 
























Sig. (2-tailed) .290 .681 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .046 .026 .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .068 .000 .000 .026 .059 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

















































Sig. (2-tailed) .000 .501 .047 .001 .069 .568 .604 .046 .000 .002  .000 .000 
























Sig. (2-tailed) .000 .214 .002 .000 .049 .040 .070 .026 .000 .000 .000  .000 






























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 












Validitas Variabel Etika Uang 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 Etika Uang 
X1.1 Pearson Correlation 1 .268** .391** .289** .158 .221* .367** .158 .346** .605** 
Sig. (2-tailed)  .007 .000 .004 .117 .027 .000 .115 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
X1.2 Pearson Correlation .268** 1 .389** .103 .210* .220* .226* .178 .252* .500** 
Sig. (2-tailed) .007  .000 .309 .036 .028 .024 .077 .011 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
X1.3 Pearson Correlation .391** .389** 1 .386** .297** .390** .289** .288** .158 .655** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .003 .000 .004 .004 .117 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
X1.4 Pearson Correlation .289** .103 .386** 1 .286** .170 .101 .234* .220* .534** 
Sig. (2-tailed) .004 .309 .000  .004 .091 .317 .019 .028 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
X1.5 Pearson Correlation .158 .210* .297** .286** 1 .270** .403** .279** .336** .602** 
Sig. (2-tailed) .117 .036 .003 .004  .007 .000 .005 .001 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
X1.6 Pearson Correlation .221* .220* .390** .170 .270** 1 .507** .197* .261** .607** 
Sig. (2-tailed) .027 .028 .000 .091 .007  .000 .050 .009 .000 





X1.7 Pearson Correlation .367** .226* .289** .101 .403** .507** 1 .340** .309** .670** 
Sig. (2-tailed) .000 .024 .004 .317 .000 .000  .001 .002 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
X1.8 Pearson Correlation .158 .178 .288** .234* .279** .197* .340** 1 .388** .570** 
Sig. (2-tailed) .115 .077 .004 .019 .005 .050 .001  .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
X1.9 Pearson Correlation .346** .252* .158 .220* .336** .261** .309** .388** 1 .615** 
Sig. (2-tailed) .000 .011 .117 .028 .001 .009 .002 .000  .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Etika Uang Pearson Correlation .605** .500** .655** .534** .602** .607** .670** .570** .615** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 












Validitas Variabel Pemeriksaan Pajak 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 Pemeriksaan Pajak 
X2.1 Pearson Correlation 1 -.014 .403** .241* .206* .223* .521** .538** .696** 
Sig. (2-tailed)  .891 .000 .016 .040 .026 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
X2.2 Pearson Correlation -.014 1 .084 .221* .070 .174 .021 -.044 .304** 
Sig. (2-tailed) .891  .406 .027 .490 .083 .832 .666 .002 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
X2.3 Pearson Correlation .403** .084 1 .522** .349** .192 .266** .343** .660** 
Sig. (2-tailed) .000 .406  .000 .000 .056 .007 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
X2.4 Pearson Correlation .241* .221* .522** 1 .608** .196 .215* .380** .690** 
Sig. (2-tailed) .016 .027 .000  .000 .050 .032 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
X2.5 Pearson Correlation .206* .070 .349** .608** 1 .041 .187 .428** .590** 
Sig. (2-tailed) .040 .490 .000 .000  .682 .062 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
X2.6 Pearson Correlation .223* .174 .192 .196 .041 1 .197 .286** .480** 





N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
X2.7 Pearson Correlation .521** .021 .266** .215* .187 .197 1 .393** .615** 
Sig. (2-tailed) .000 .832 .007 .032 .062 .050  .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
X2.8 Pearson Correlation .538** -.044 .343** .380** .428** .286** .393** 1 .701** 
Sig. (2-tailed) .000 .666 .000 .000 .000 .004 .000  .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Pemeriksaan Pajak Pearson Correlation .696** .304** .660** .690** .590** .480** .615** .701** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 











Validitas Variabel Diskriminasi Pajak 
Correlations 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 
Diskriminasi 
pajak 
X3.1 Pearson Correlation 1 .371** .460** .061 .295** .685** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .544 .003 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
X3.2 Pearson Correlation .371** 1 .213* .243* .162 .598** 
Sig. (2-tailed) .000  .034 .015 .107 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
X3.3 Pearson Correlation .460** .213* 1 .249* .566** .767** 
Sig. (2-tailed) .000 .034  .012 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
X3.4 Pearson Correlation .061 .243* .249* 1 .219* .486** 
Sig. (2-tailed) .544 .015 .012  .029 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
X3.5 Pearson Correlation .295** .162 .566** .219* 1 .722** 
Sig. (2-tailed) .003 .107 .000 .029  .000 
N 100 100 100 100 100 100 
Diskriminasi Pearson Correlation .685** .598** .767** .486** .722** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 















Validitas Variabel Tarif Pajak 
Correlations 
 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 Tarif Pajak 
X4.1 Pearson 
Correlation 
1 .539** .311** -.024 .151 .374** .687** 
Sig. (2-tailed)  .000 .002 .812 .134 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
X4.2 Pearson 
Correlation 
.539** 1 .201* .246* .119 .087 .684** 
Sig. (2-tailed) .000  .045 .014 .240 .387 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
X4.3 Pearson 
Correlation 
.311** .201* 1 .086 .352** .382** .603** 
Sig. (2-tailed) .002 .045  .394 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
X4.4 Pearson 
Correlation 
-.024 .246* .086 1 .331** .080 .469** 
Sig. (2-tailed) .812 .014 .394  .001 .432 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
X4.5 Pearson 
Correlation 
.151 .119 .352** .331** 1 .523** .608** 
Sig. (2-tailed) .134 .240 .000 .001  .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
X4.6 Pearson 
Correlation 
.374** .087 .382** .080 .523** 1 .593** 
Sig. (2-tailed) .000 .387 .000 .432 .000  .000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
Tarif Pajak Pearson 
Correlation 
.687** .684** .603** .469** .608** .593** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 








1. Uji Reliabilitas Penggelapan Pajak 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.850 12 
 
2. Uji Reliabilitas Etika Uang 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.771 9 
 
3. Uji Reliabilitas Pemeriksaan Pajak 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.735 8 
 
4. Uji Reliabilitas Diskriminasi Pajak 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.668 5 
 
5. Uji Reliabilitas Tarif Pajak 
Reliability Statistics 


















Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
1.1 Tabel Uji Normalitas 





Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 3.15204694 
Most Extreme Differences Absolute .066 
Positive .061 
Negative -.066 
Test Statistic .066 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 









1.3 Gambar P-Plot 
 
 
2. Uji Multikolonieritas 




1 (Constant)   
Etika Uang .205 4.869 
Pemeriksaan Pajak .309 3.237 
Diskriminasi Pajak .258 3.881 
Tarif Pajak .253 3.951 






























3.  Uji Heteroskedastisitas 
1.1 Tabel Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 
Model Sig. 
1 (Constant) .647 
Etika Uang .864 
Pemeriksaan Pajak .404 
Diskriminasi Pajak .993 
Tarif Pajak .283 













t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .271 8.212  .033 .974 
Etika Uang .609 .188 .313 3.240 .002 
Pemeriksaan Pajak -.365 .141 -.203 -2.577 .011 
Diskriminasi Pajak .690 .234 .255 2.949 .004 
Tarif Pajak .499 .210 .207 2.379 .019 
























Uji Hipotesis  







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .271 8.212  .033 .974 
Etika Uang .609 .188 .313 3.240 .002 
Pemeriksaan Pajak -.365 .141 -.203 -2.577 .011 
Diskriminasi Pajak .690 .234 .255 2.949 .004 
Tarif Pajak .499 .210 .207 2.379 .019 
a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak 
 
2. Uji Statistik F 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4410.395 4 1102.599 106.493 .000b 
Residual 983.605 95 10.354   
Total 5394.000 99    
a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak 































Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .904a .818 .810 3.218 
a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Pemeriksaan Pajak, Diskriminasi, Etika 
Uang 
b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak 
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